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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba b be 
ت ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik diatas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik 
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غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah ̓̓ apostrof 
ى ya y ye 
 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  
Latin 
Nama 
َ ا fatḥah a a 
ِا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
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vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥah dan yā̓̓ ai a dan i 
 َو fatḥah dan wau au a dan u 
 
contoh: 
فيك : kaifa 
ل وه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf  dan 
Tanda 
Nama 
 َي… / َ ا …. fatḥah dan alif atau yā̓̓ ā a dan garis di 
atas 
ي kasrah dan yā ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau ữ u dan garis di 
atas 
contoh: 
ت ام : māta 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
ت ومي : yamūtu 
 
xii 
 
 
 
4. Tā Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 
sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭfāl 
ةلض افلا ةنيدملا : al-madīnah al-fāḍilah 
ةمكحلا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
contoh: 
انبر : rabbanā 
انيجن : najjainā 
قحلا : al-ḥaqq 
معن : nu”ima 
ودع : ‘duwwun 
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Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 
contoh: 
يلع : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly) 
يبرع : ‘arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf 
qamariah. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan 
dengan garis mendatar ( - ). 
contoh : 
سمشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةل زلازلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسلفلا : al-falsafah 
دلابلا : al- bilādu 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. namun, bila hamzah terletah di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. 
contoh : 
نورمات : ta’murūna 
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عونلا : al-nau’ 
ءيش : syai’un 
ترما : umirtu 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. misalnya, 
kata al-qur’an (dari al-qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus 
ditransliterasi secara utuh. contoh: 
fī ẓilāl al-qur’ān 
al-sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ Al-Jalālah (ﷲ ) 
Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
contoh: 
الله نيد    dīnullāh  الله اب  billāh 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
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 مههللا ةمحر يف  hum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf capital (all caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (eyd). huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal 
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf a dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). 
ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (ck, dp, cdk, dan dr). contoh: 
wa mā muḥammadun illā rasūl 
inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan 
syahru ramaḍān al-lażī unzila fih al-qur’ān 
naṣīr al-dīn al-ṭūsī 
abū naṣr al-farābī 
al-gazālī 
al-munqiż min al-ḋalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:  
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Abū Al-walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: ibnu rusyd, abū al-
walīd muḥammad (bukan: rusyd, abū al-walīd muḥammad ibnu) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: abū zaīd, naṣr ḥāmid (bukan: zaīd, 
naṣr ḥāmid abū). 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   : subḥānahū wa ta’ālā 
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   : ‘alaihi al-salām 
h   : hijrah 
m   : masehi 
sm   : sebelum masehi 
l.   : lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.   : wafat tahun 
qs…/…: 4 : qs al-baqarah/2: 4 atau qs āli ‘imrān/3: 4 
hr   : hadis riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama  : Muhammad Nurhadi 
Nim    : 10100113038 
Judul  : Pendapat Hakim Terhadap Is|ba>t Nikah Bagi Orang Yang Telah 
Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Jeneponto 
 
Skripsi ini mebahas tentang pendapat hakim terhadap is|ba>t nikah bagi orang yang 
telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Jeneponto. Perkawinan merupakan jalan 
yang paling bermanfaat dan paling afdal dalam upaya merealisasikan dan menjaga 
kehormatan. Dalam masalah perkawinan, islam telah berbicara banyak, dari mulai 
bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, cara peminangan, akad nikah, 
hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup. Akan 
tetapi salah satu yang tidak diatur secara jelas di dalam Al-Quran adalah pencatatan 
sebuah perkawinan. Namun di Indonesia sendiri di dalam KHI pasal 7 ayat 1 berbunyi: 
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat 
nikah, apabila terjadi sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah 
pengesahan nikah/ is|ba>t melalui Kantor Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan bunyi 
pasal 7 ayat 2 KHI yaitu: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 
dapat diajukan  is|ba>t nikahnya ke Pengadilan Agama. is|ba>t nikah merupakan upaya 
hukum dalam hal menetapkan sahnya suatu perkawinan terkait dengan kepastian hukum 
bagi suami maupun istri agar terhindar dari akibat hukum yang timbul dari perkawinan 
yang tidak tercatat. Dalam perkembangannya muncul beberapa masalah terkait 
pengesahan nikah, salah satunya apabila satu atau kedua belah pihak telah meninggal 
dunia. Berlatar belakang dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 
bagaimana pendapat hakim terhadap is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal dunia 
di Pengadilan Agama Jeneponto. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
yuridis, yaitu penelitian berdasarkan fakta hukum. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah, wawancara (interview) kepada hakim, 
pejabat pengadilan dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian skripsi ini yaitu mengenai pandangan hakim terhadap is|ba>t 
nikah orang yang telah meninggal dunia ialah perkara is|ba>t tersebut dapat diproses 
asalkan pemohon harus dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan 
oleh Pengadilan Agama. Adapun mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim 
dalam memutus perkara is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak 
berbeda dengan dasar hukum yang digunakan pada perkara is|ba>t nikah pada orang 
yang masih hidup atau perkara-perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan 
Agama.  
Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, penulis akan memberikan saran atau 
masukan sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yaitu, seseorang yang akan 
melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dulu memahami apa saja persyaratan-
persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan perkawinan, agar tidak 
terjadi sesuatu di belakang hari yang dapat merugikan mereka, salah satunya adalah 
persyaratan untuk mendaftarkan diri pada KUA. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan 
atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu 
pokok utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi 
anggota dalam masyarakat. Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat 
dan paling afdal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena 
dengan perkawinan inilah seorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan 
oleh Allah. Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar 
sekali, sampai-sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh 
agama. 
 Perkawinan juga ialah suatu bentuk perbuatan hukum
1
, tujuan utama 
pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat serta menghindari potensi 
penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dalam masalah perkawinan , 
islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon 
pendamping hidup, cara peminangan, akad nikah, hingga bagaimana 
memperlakukannya kala resmi menjadi pendamping hidup. Namun ada hal yang 
terlewatkan dari berbagai aturan tersebut, salah satunya yaitu dalam proses akad 
nikah yang mana hal tersebut memiliki kedudukan sangat sentral dalam prosesi 
perkawinan, akan tetapi tidak ada syarat jelas bahwa akad nikah terebut harus 
                                                          
1
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, 
Hukum Adat, Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990) hal. 34 
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dituliskan atau diaktekan, hampir disetiap transaksi hukum Islam tidak 
menganjurkan untuk diadakan pencatatan, namun hanya menggunakan saksi, 
tujuannya adalah agar saksi dapat menceritakan apa yang dilihat kepada orang-
orang yang belum mengetahui sebuah peristiwa perkawinan tersebut. 
Sejalan dengan perkembangan zaman maka interaksi manusia semakin 
luas, dan banyak perubahan-perubahan yang terjadi seperti pergesaran kultur lisan 
kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, oleh karena itu dibutuhkan 
adanya pencatatan dan pembuatan akta nikah yang resmi sebagai bukti autentik. 
 Saksi hidup dalam hal ini adalah manusia tidak lagi bisa diandalkan, tidak 
saja karena bisa hilang dengan sebab kematian akan tetapi manusia juga dapat 
lupa mengalami kelupaan. Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti yang 
disebut akta, hal ini dimaksudkan karena tidak menutup kemungkinan bisa terjadi 
manipulasi status bila perkawinannya tidak dicatat atau tidak terdaftar. Sesuai 
dengan bunyi pasal 7 ayat 1 KHI yaitu :
2
 “perkawinan hanya dapat dibuktikan 
dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah” apabila terjadi 
sebuah perkawinan dan belum tercatat maka solusinya adalah Is|ba>t nikah melalui 
kantor pengadilan agama, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KHI yaitu:
3
 “dalam 
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Is|ba>t 
nikahnya ke pengadilan agama”. 
 Perbuatan kawin atau nikah baru dikatakan perbuatan hukum apabila 
memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur pasal 
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2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan. Kedua unsur tersebut, 
berfungsi secara kumulatif, bukan alternative. Dengan kata lain menurut undang-
undang perkawinan, selain memenuhi aturan syariat, pernikahan haruslah dicatat 
petugas pencatat nikah. 
 Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait 
dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah 
menjatuhkan talak atau mengingkari (perjanjian) suci yang telah mereka ikrarkan, 
selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan 
yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi generasi 
selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya 
pewarisan.
4
 
 Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di 
Pengadilan Agama Jeneponto, Penulis mengambil sebuah perkara tentang 
pengesahan Nikah/ Is|ba>t yang terdaftar dengan nomor register 
0043/Pdt.P/2017/PA Jnp.  
B. Rumusan Masalah 
 Dalam penyusunan karya ilmiah, rumusan masalah menjadi penting 
untuk memberikan arahan yang tepat supaya tidak keluar dari alur 
permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
untuk memperjelas dan mempertegas kajian penelitian, pokok masalah yang 
penyusun ajukan, yaitu: 
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1. Bagaimana pendapat hakim terhadap Is|ba>t nikah bagi orang yang telah    
meninggal dunia? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Jeneponto dalam 
menetapkan Is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal dunia? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  
1. Fokus Penelitian 
Penelitian kali ini penulis akan fokus kepada Pendapat Hakim terhadap 
Is|ba>t Nikah bagi orang yang telah Meninggal dunia. Peneliti akan mencari data 
dan fakta tentang hal tersebut. 
2. Deskripsi Fokus  
Untuk memudahkan pembaca agar dapat mengetahui maksud dari judul 
yang di ambil penulis, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul tersebut  
Pendapat, berasal dari kata dapat yang diberi awalan -pen memiliki arti 
atau makna hasil perbuatan mampu, sanggup, bisa (memperhatikan, melihat, dan 
sebagainya).
5
 Dalam hal ini yang dimaksud adalah pendapat hakim yang 
menangani kasus tentang is|ba>t nikah pada orang yang telah meninggal dunia. 
Hakim, Adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan 
dakwaan;dakwaan dan persengketan karena penguasa tidak mampu melaksanakan 
semua tugas.
6
 Dalam penelitian ini hakim yang dimaksud adalah hakim ketua dan 
beberapa hakim anggota di pengadilan agama Jeneponto. 
Is|ba>t Nikah, adalah penetapan atau pengesahan nikah oleh Pengadilan 
Agama (KHI pasal 7). 
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Pengadilan Agama, adalah badan peradilan tingkat pertama yang 
melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, mengadili, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang 
beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.
7
 Yang dimakasud disini 
adalah pengadilan Agama jeneponto. 
D. Kajian Pustaka  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Roys Fathoni Luthfi.8 Dalam 
penelitiannya, Fathoni mengemukakan tentang perkawinan yang tanpa 
adanya pencatatan dapat menimbulkan permasalahan di belakang hari, 
oleh karena itu perlu adanya Is|ba>t nikah atau pengesahan perkawinan 
agar perkawinan yang tanpa pencatatan mendapatkan bukti dari 
pengadilan agama sehinga tidak diragukan lagi kebenarannya. Adapun 
hal-hal yang dibahas didalamnya yaitu mengenai prosedur pengesahan 
nikah dibawah tangan di pengadilan agama situbundo, alasan Pengadilan/ 
majelis hakim mengesahkan perkawinan dibawah tangan, status 
perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sesudah berlkunya UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan prosedur pengesahan terhadap 
perkawinan dbawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun peneliti ini tidak menjelaskan 
secara gamblang mengenai prosedur pengesahan nikah terhadap orang 
yang sudah meninggal. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Khuzaini Holif Novel.9 Dalam penelitian 
ini, Khuzaini mengemukakan tentang Alasan-alasan masyarakat yang 
engan utuk mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan Agama (KUA); 
Faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan Is|ba>t nikah, Landasan 
hukum Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan 
penetapan perkawinan yang tidak tercatat yang akan peneliti gunakan 
sebagai acuan mengenai alasan seseorang tidak melakukan pencatatan 
perkawinan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rokhma.10 Dalam penelitiannya, 
peneliti menjelaskan Hakim pengadilan Agama Bangil terhadap Is|ba>t 
nikah yang dimohonkan Janda atau Duda. Namun dalam hal ini peneliti 
berfokus pada pendapat hakim pada Pengadilan Agama Jeneponto 
tentang perkara pengajuan Is|ba>t Nikah yang salah satu pihaknya telah 
meninggal dunia. 
Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan 
diatas belum ada yang memfokuskan pada tema yang akan penulis teliti. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara 
khusus membahas tentang “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Jeneponto 
Terhadap Is|ba>t Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia”. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui pandangan Hakim terhadap Is|ba>t nikah bagi orang yang 
telah meninggal dunia. 
b. Mengetahui sumber hukum yang dipakai Hakim dalam memutuskan 
perkara Is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal dunia. 
2. Kegunaan Penelitian 
 Tentunya dengan Adanya Penelitian kali ini, selain menambah wawasan 
bagi penulis sendiri, penulis juga berharap dapat memberikan wawasan kepada 
para pembaca serta gambaran yang jelas tentang Pendapat Hakim Terhadap Is|ba>t 
Nikah Bagi Orang Yang Telah Meninggal Dunia. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Hakim dan Kekuasaannya 
Didalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah 
Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara 
hukum adalah adanyan jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan 
keadilan.
1
 
Hakim merupakan unsur utama dalam sebuah lembaga Pengadilan. 
Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. 
Oleh karena itu penegakan hukum terletak pada kemampuan hakim dalam 
merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 
1. Pengertian Hakim 
Secara bahasa kata hakim berasal dari bahasa Arab yaitu hakam yang 
berarti menghukumi, jadi kalau hakim memiliki arti orang yang menghukumi. 
Menurut Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul ”Kedudukan 
Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama” mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan hakim adalah orang yang mengadili perkara (di Pengadilan ataupun 
Mahkamah).
2
 Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pasal 11 Undang-undang No. 7 
Tahun 1989 yang mengatakan bahwa ”Hakim adalah pejabat yang melaksanakan 
tugas kekuasaan kehakiman”. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah 
                                                          
1Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama Di Indonesia”, (Malang, UIN PRESS, 2008), h. 35  
2M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”, (Jakarta : 
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seseorang yang ditunjuk dalam hal memeriksa, mengadili perkara-perkara baik 
perkara perdata maupun pidana yang masuk ke Pengadilan atau Mahkamah. 
2. Syarat-Syarat Hakim 
Didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama 
telah terangkum tentang syarat-syarat agar seseorang dapat di angkat menjadi 
hakim dilingkungan Peradilan Agama. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
3
 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Bertaqwa Kepada Tuhan YME 
d. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 
e. Sarjana Hukum atau Sarjana Syari’ah tang menguasai tentang Hukum 
Islam   
f. Sehat Jasmani dan Rohani 
g. Berwibawa, Jujur, adil dan berkelakuan baik 
h. Bukan bekas aggota organisasi massa terlarang / seseorang yang 
terlibat langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G.30.S.PKI 
Menurut Ketentuan hukum Islam, seorangyang diangkat sebagai hakim 
(qadhi) mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan oleh Syara. Oleh karena itu, pengangkatan hakim tidak boleh 
yang personalitasnya lemah, intelektualitasnya kurang, profesionalismenya kurang 
meyakinkan, dan ahklaknya buruk. Karena di khawatirkan jika diangkat menjadi 
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hakim, tidak dapat berlaku adil, dan mjudah dipengaruhi oleh tekanan 
hawanafsunya. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan,  Rasulullah saw., pernah 
menolak permohonan Abu Zar sebagai hakim karena wataknya sangat lemah, dan 
mudah di pengaruhi orang lain, sedangkan jabatan hakim itu adalah suatu 
amanah.
4
 
Sedangkan dalam literatur fikih, para ahli memberikan syrat-syarat 
tertentu bagi mereka yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai Hakim, Adapun 
syarat-syarat tersebut adalah:  
1. Laki-laki 
2. Berakal 
3. Beragama islam 
4. Adil 
5. Mengetahui pokok hukum dan cabang-cabangnya 
6. Mendengar, melihat dan tidak bisu 
Dari bebearapa kriteria yang telah di sebutkan diatas, pada intinya adalah 
bagaimana seorang hakim itu menmpakkan hak kepada pihak yang berperkara, 
dan memutuskan hukum secara adil. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Umar 
bin Abdul Aziz, bahwa hakim itu harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 
1. Sempurna ilmunya tentang masalah-masalah, atau peristiwa-peristiwa 
yang telah terjadi; 
2. Suci atau bersih jiwanya dari sifat-sifat tamak dalam kehidupannya; 
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3. Dapat meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang 
terkenal dan adil; 
4. Suka berunding (musyawarah) dengan para ahli hukum dalam 
menghadapi setiap perkara yang akan di putuskannya 
3. Sumber Hukum yang di gunakan Hakim 
Dalam dunia hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), 
secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai 
rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum 
materil dan sumer hokum formil (hukum acara).
5
 
Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hokum Islam 
yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang 
terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu 
bukan merupakan hukum tertulis (hokum positif) melainkan masih tersebar dalam 
berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqoha penulis kitab-kitab fiqh 
tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering 
menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna 
mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hokum maka hokum 
materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama 
adalah : 
 UU No.22 Tahun 1946 
 UU No.23 Tahun 1954 
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 UU No. 1 tahun 1974 
 UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 
 PP No.45 Tahun 1957 
 PP No.9 Tahun 1975 
 PP No. 38 Tahun 1977 
 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)   
Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama 
dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah 
diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama.
6
 Adapun sumber hukum acara yang berlaku di 
lingkungan Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan 
Agama, adapun hukm formil yang dipakai adalah : 
 Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv); 
 Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (B.W); 
 Inlandsh Reglement (I.R); 
 Rechtsregement voor de Buitengewesten (R.Bg); 
 Wetboek van Koophandel (WvK); 
 Peraturan Perundang-undangan; 
 Yurisprudensi; 
 Surat Edaran Mahkamah Agung RI; 
 Ilmu Pengetahuan. 
 
                                                          
6Basiq Djalil, “Peradian Agama di Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 152  
13 
 
  
4. Independensi Hakim Pengadilan Agama 
Memang peran seorang hakim adalah sangat krusial dalam mengadili suatu 
perkara, sehingga hakim harus menjalankan tugas yang sangat berat untuk 
menampakkan mana yang benar dan salah, baik masalah pidana maupun perdata. 
Sebagai hasil dari pemeriksaanya, hakim harus memberikan hukuman kepada 
pihak yang bersalah serta membebaskan orang yang tertindas hak-haknya. Di 
samping hakim memeriksa perkara dari pihak yang bertikai, seorang hakim juga 
harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat putusan yang akurat. 
Tugas-tugas tersebut menuntut seorang hakim untuk selalu membebaskan diri dari 
ketegangan, kekhawtiran, dan tekanan. 
Seorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang di perlukan jika 
mereke memiliki otonomi absolut untuk memutus berdasarkan pemikiran dan 
pemahaman mereke sendiri. Tidak boleh ada campur tangan dari siapapun, baik 
dalam pekerjaannya maupun pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Supaya 
hal tersebut dapat dicapai, maka yang penting bagi seorang hakim untuk memiliki 
independensi dalam pembuatan putusan jika hakim dalam suatu masyarakat 
berada dibawah pengaruh atau pemerintah mereka, maka akan sulit bagi hakim 
tersebut untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat, sebagai hasil dari pengaruh 
tersebut, hakim akan memutuskan suatu perkara tidak berdasarkan aturan hukum 
yang berlaku, tetapi berdasarkan aspirasi penguasa yang kadang-kadang 
menyimpang dari keadaan yang sebenarnya.
7
 
Apabila keadaan seperti itu yang terjadi, maka masyarakat akan merasa 
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kecewa terhadap para hakim, yang seharusnya menegakkan keadilan di antara 
mereka. Jika anggota masyarakat sudah kecewa terhadap penegakan keadilan dari 
pengadilan , makamasyarakat akan mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri 
dengan cara kekerasan. Konsekuensi yang dihadapi kemudian adalah timbulnya 
masyarakat anarkis yang tidak peduli lagi dengan adanya hukum, sehingga akan 
sangat membahayakan kehidupan  sosial dalam masyarakat tersebut. Untuk 
menghindari keadaan sperti itu, maka sangat pentingdi jaga otonomi peradilan 
agar terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif negara atau lembaga lain diluar 
pengadilan.
8
  
5. Kewenangan Hakim  
Dalam menyelenggarakan proses peradilan, hakim sebagai sebagai unsur 
utama dalam suatu lembaga peradilan. seorang hakim  harus mempunyai integritas 
yang tinggi, juga harus harus mempunyai pengetahuan yang luas khususnya 
dalam bidang ilmu hukum, tidak hanya memiliki kewenangan  memeriksa dan 
memutus perkara, hakim juga berwenang:  
a. Sebagai penegak hukum  
b. Sebagai pembentuk Undang-undang 
c. Sebagai penafsir Undang-undang 
d. Sebagai Anggota masyarakat 
6. Profil Hakim Pengadilan Agama 
Peningkatan keterampilan yang harus dilaksanakan oleh hakim peradilan 
agama mengharuskan untuk berperan secara yuridis dan sosioyuridis sekaligus. 
                                                          
8Lomba Sultan, “kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam”, (Alauddin press: 
2013),  h. 73  
15 
 
  
Segala daya dan upaya dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan harus 
menghasilkan peningkatan wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan huku  
dan pembinaan hukum karir masing-masing hakim Peradilan Agama. 
Profil Pengadilan Agama yang diharapkan pada masa yang datang 
haruslah berorientasi kepada hal-hal brikut:
9
 
a. Intelektualitas 
b. Profesionalisme 
c. Integritas moral 
d. Berkemampuan 
Dengan kemampuan yang dimiliki sebagaimana yang tersebut diatas, 
diharapkan hakim mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang 
berlaku tanpa meminta petunjuk dari atasannya terhadap berbagai masalah hukum 
yang dihadapinya. Di samping itu, dengan kemampuan yang dimiliki ia mampu 
menjaga kemandiriannya terhadap pengaruh dari campur tangan pihak kekuasaan 
negara lainnhya, kebebasan dari paksaan, kecuali hal yang diizinkan oleh undang-
undang Dasar. 
Keempat profil hakim Peradilan Agama sebagaimana yang telah di 
sebutkan diatas hendaknya harus ada dalam diri hakim pengadilan agama. apabila 
4 hal itu sudah ada pada hakim Peradilan Agama, maka citra dan wibawa hakim 
Peradilan Agama akan meningkat di mata masyarakat. Kalau lembaga Peradilan 
Agama sudah diarasakan oelh masyarakat sebagai suatu kebutuhan dalam 
kehidupan, maka di masa yang akan datang Peradilan Agama akan menjadi 
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lembaga yang berkualitas dan akan selalu dipertahankan keberadaanya. Oleh 
karena itu, dimasa yang akan datang dalam merekrut hakim Peradilan Agama, 
empat hal tersebut hendaknya dijadikan faktor penentu dalam menetapkan 
kelulusan sebagai hakim.   
B. Pendapat Hakim 
1. Pengertian Pendapat Hakim 
Untuk Memenuhi asas objektifitas, maka pada putusan hakim harus di 
sertai alasan-alasan atau fakta –fakta hukum dan dasar-dasar yang legalistik 
termasuk sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa 
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.10 Dalam Hal ini 
terdapat perbedaan mengenai ratio dicendi dengan obiter dicta, meskipun pada 
keduanya mengandung makna pertimbangan hukum mengenai diktum putusan. 
Ratio Decicendi adalah pendapat hukum tertulis atau proposisi yang diciptakan 
oleh hakim dalam rangka penemuan hukum berkenaan kasus konkret yang 
dihadapinya.
11
 Adapun Obiter Dicta adalah pendapat hukum oleh hakim dalam 
rangka penemuan hukum yang tidak berkenaan dengan kasus konkret.
12
 Menurut 
Satjipto Rahardjo, bahwa karya-karya Hakim itu hanya diakui sebagai hukum 
manakala ia dihasilkan dalam suatu proses pengadilan. Adapun pendapat hukum 
                                                          
10
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
Kehakiman, penjelasan Pasal 50 ayat 1, h.12  
11
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. V, 2000. 
h.114 
12
Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, h.114 
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oleh hakim diluar tugasnya mengadili bukan merupakan ketentuan hukum yang 
sah.
13
 
2. Rumusan Pendapat Hukum oleh Hakim 
Pasal 14 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam sidang 
permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 
tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini, bagaimanakah metode merumuskan 
pendapat hukum tertulis yang berkenaan dengan kasus konkret yang terbukti 
menjadi fakta hukum . 
Menurut Vandevende, menyebut lima langkah dalam merumuskan 
pendapat hakim, yaitu:
14
  
1. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts); 
2. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan 
perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the aplicable 
sources of law); 
3. Menganalisis sumber hukum untuk menetapkan aturan hukum yang 
mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of law); 
4. Menyintesiskan aturan hukum tersebut dalam struktur yang konheren, 
yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah 
aturan umum (syhnthesize the applicable rules of law into a coherent 
structure); 
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Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,h.113 
14
Shidarta, Karakteristik Penelaran Hukum dalam Konteks keindonesiaan, (bandung: CV. 
Utomo) h.196  
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5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan 
hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan mengunakan 
kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal 
memecahkan kasus sulit  (apply the structure of rules to the facts). 
Van der braught dan winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus 
dilakukan seorang hakimdalam menyusun pendapat hukum terhadap suatu kasus 
konkret, yaitu:
15
 
1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau 
memaparkan kasus dalam sebuah peta (ikhtisar), artinya memaparkan 
secara singkat duduk perkara dari suatu kasus (menskematisasi). 
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengualifikasi, 
pengkualifikasian). 
3. Menyeleksi aturan hukum yang relevan. 
4. Menganalisis dan menafsirkan (interprestasi) terhadap aturan-aturan 
hukum itu. 
5. Menerapkan aturan hukum pada kasus. 
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan 
penyelesaian. 
7. Menurumuskan (formulasi) penyelesaian. 
Hadjon dan Djatmiati juga menuliskan ada lima langkah dalam menyusun 
legal opinion, yaitu
16
: 
1. Summary memuat tentang: 
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Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan, h.197  
16Philipus M. Hadjon dan Tatiek sri Djatmiati, “Argumentasi Hukum”, (yogyakarta: Gajah 
Mada University Press, 2009). H.45-46  
19 
 
  
a. Rumusan singkat fakta hukum. 
b. Daftar Isu Hukum. 
c. Summary legal opinion. 
2. Rumusan fakta 
Fakta harus dirumuskan secara lengkap tetapi tidak terlalu panjang yang 
penting intinya saja yang dijadikan lendasan untuk merumuskan isu 
hukum. 
3. Isu hukum 
Isu hukum harus dirumuskan secara lengkap dan diberi nomor. Pendekatan 
Konseptual merupakan yang paling sering digunakan. Setiap isu hukum 
diikuti dengan pertanyaan hukum. 
4. Analisis isu hukum 
-Pada setiap isu, telusuri ketentuan hukum, yurisprudensi, pendapat 
akademis yang diberikan berkenaan dengan isu hukum tersebut: 
-Tulis ketentuan hukum yang ditemukan; 
-Identifikasi problematic hukum yang relevan dengan kasus yang 
dianalisis; 
-Berikan pendapat dan bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan 
pada kasus konkret.  
5. Kesimpulan (conclution and opinion) 
Rumuskan pendapat hukum yang berkenaan dengan fakta hukum tersebut. 
Dengan Memperhatikan beberapa pandangan di atas, dan dengan 
menghubungkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) juncto pasal 53 ayat (2) dan pasal 14 
20 
 
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan kehakiman, serta 
kebiasaan dalam dalam praktik pengadilan, dapatlah disimpulkan adanya enam 
langkah dalam merumuskan pendapat hukum yang disampaikan pada saat sidang 
permusyawaratan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keenam langkah tersebut 
sebagai berikut: 
1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) 
kasus yang sunguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai suatu kasus yang 
ril terjadi (terbukti sebagai fakta berdasar hukum pembuktian yang sah). 
2. Menghubungkan  (mensubmisasi) struktur kasus tersebut dengan sumber-
sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan 
hukum ke dalam peristilahan yuridis (legal term). 
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk 
kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum 
itu, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturab yang koheren. 
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus (fakta hukum) 
secara silogisme deduktif. 
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang tepat dan benar. 
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian ditetapkan 
sebagai pendapat hukum yang sesuai dengan dictum putusan.
17
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Syarif Mappiasse, Logika Hukum pertimbangan Putusan Hakim, (Cet:II, Fajar 
Interpratama Mandiri) h.71 
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3.  Macam-macam Pendapat Hukum 
Dalam Praktek Peradilan, tak jarang terjadi perbedan pendapat antara 
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diperiksa 
dan diadilinya. 
Beda pendapat tersebut wajar saja terjadi sebab hakim memiliki latar 
belakang keluarga, pendidikan, usia, lingkungan pergaulan, universitas, dan 
panutan pendidik yang berbeda sehingga bisa menimbulkan perbedan nilai di 
antara para hakim. 
Perbedaan tersebut ditemukan dalam putusan yang dijatuhkan terhadap 
suatu perkara, sebagai berikut:
18
 
1. Unanimous, yaitu putusan pengadilan yang diputus berdasarkan suara bulat 
dari para hakim yang mengadili perkara tersebut. 
2. Concuring opinion, yaitu apabila pendapat seorang  Hakim mengikuti 
sependapat dengan pendapat hakim yang mayoritas tentang amar putusan, 
misalnya setuju koruptor tersebut dihukum 8 tahun, tapi dia hanya 
menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning)nya. 
3. Dissenting Opinion, yaitu apabila seorang Hakim berbeda pendapat dengan 
hakim yang mayoritas,baik tentang pertimbangan hukum maupun amar 
putusannya. Pendapat Hakim yang dissenting opinion tersebut dimuat dalam 
putusan secara lengkap dan diletakkan sebelum amar putusan. 
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Artidjo Alkotsar, permasalahan Gratifikasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam 
Undang-undang Korupsi, “Majalah Hukum varia Peradilan”, No330 (Mei, 2013), h.50 
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C. Is|ba>t Nikah 
1. Pengertian Is|ba>t Nikah 
Is|ba>t (تآبثإ(, berasal dari bahasa Arab tsabata (تبث), yasbutu ( (تبثي , Is|ba>tun 
(  ُتبثا) yang artinya adalah menetap. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata 
Is|ba>t diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan.
19
 
Sedangkan menurut Ahmad Warsono, Is|ba>t Nikah berasal dari bahasa 
Arab yang terdiri dari Is|ba>t dan nikah. kata اثبات” yang merupakan masdar atau asal 
kata dari “اثبت” yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ نكاح” yang berasal 
dari kata “نكح” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “Is|ba>t 
nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.20 Mengis|ba>tkan artinya 
Menyuguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu)  
Is|ba>t nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Is|ba>t nikah 
yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan 
dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang 
berlaku. 
Sedang Nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang 
memberikan faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, kehalalan seorang 
laki laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang 
menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.21 
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Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Akola, 
1994), hal 273. 
20
Ahmad Warsono Munawir ,Al–Munawir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka  
Progresif, 
1984) h. 145. 
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Kamus Hukum (Bandung: Citra Umbara, 2008), hal 271.  
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 Peter Salim menjelaskan kata Is|ba>t nikah memiliki pengertian penetapan 
tentang kebenaran nikah.
22
 Is|ba>t nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam 
bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan Is|ba>t nikah. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Is|ba>t nikah adalah penetapan tentang kebenaran 
(keabsahan) nikah. Is|ba>t nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah 
dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA 
atau PPN yang berwenang.
23
 
Jadi pada dasarnya Is|ba>t nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 
Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak 
dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat Kantor Urusan 
Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 
Is|ba>t (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan 
pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan jurisdiktio voluntair. 
Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena, di dalam perkara ini hanya 
ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan 
nikah. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan 
didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya 
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Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 339 
23
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/ SK/2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan 
24 
 
perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang 
menghendaki demikian.
24
 
Is|ba>t nikah di Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai 
alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah 
KUA Kecamatan, dan dari Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta 
Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat. Selanjutnya 
Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan- oleh yang ber- sangkutan untuk 
mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil dengan dilampiri 
penetapan Is|ba>t nikah oleh Pengadilan Agama. 
2. Is|ba>t Nikah menurut Perspektif Fukaha    
Pandangan fukaha klasik tentang Is|ba>t nikah dengan tautsiq tidak menjadi 
suatu keharusan karena secara eksplisit memang tidak satupun nas baik Alquran 
maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan 
tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi sebuah 
keharusan bagi seseorang. Hal ini disebabkan karena banyak sekali mudarat yang 
akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan. Islam menggariskan bahwa 
setiap kemudaratan itu sedapat mungkin harus dihindari. 
Kemudian sebagai upaya untuk mengurai kesalah- pemahaman tentang sah 
perkawinan menurut peraturan perundang-udangan, Syekhul Azhar Jaad al-Haq 
‘Ali Jaad al-Haq dalam fatwanya mengemukakan tentang sebuah pernikahan yang 
tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang 
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H. A. Mukti Arto, “Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996 ), h. 41 
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berlaku. Ia mengklasifikasikan ke-tentu- an yang mengatur pernikahan kepada dua 
kategori, yaitu peraturan syara’ dan peraturan yang bersifat al-tawtsiqiy.25 
Wahbah al-Zulaylî dalam karyanya, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, 
dengan tegas membagi syarat nikah kepada syarat syar’î dan syarat tawtsiqî. 
Syarat syar’î adalah suatu syarat tentang keabsahan suatu peristiwa hukum 
tergantung kepadanya. Dalam hal ini, rukun-rukun pernikahan dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan-. Sedangkan syarat tawtsiqî merupakan suatu yang 
dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran- terjadinya suatu tindakan 
sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Syarat tawtsiqî 
tidak berhubungan dengan syarat sahnya suatu perbuatan, tetapi sebagai bukti 
adanya perbuatan- itu. Misalnya hadirnya dua orang saksi dalam setiap bentuk 
transaksi adalah merupakan syarat tawtsiqî, kecuali kehadiran dua orang saksi itu 
dalam perikatan pernikahan adalah merupakan syarat syar’î, karena merupakan- 
unsur pembentuk ritual pernikahan itu dan yang menentukan pula sah atau tidak 
sahnya suatu peristiwa pernikahan, selain sebagai syarat tawtsiqî.
26
 
Perkembangan pemikiran tentang dasar perintah pencatatan nikah, 
setidaknya ada dua alasan, yaitu qiyas dan maslahat mursalah.
27
 
Pertama, qiyas. Di-qiyas-kan kepada pencatatan kegiatan mudayanah yang 
dalam situasi tertentu di- perintahkan agar dicatat sesuai dengan Allah Q. s. al-
Baqarah ayat 282:  
                                                          
25
Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Is|ba>t Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan 
Harta Perkawinan”, http://www.nu.or.id, diunduh 18 agustus 2018. 
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Wahbah al-Zuhaylî, Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh, Juz VIII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 
1985), h. 36  
27Asasriwarni,“Kepastian Hukum ‘Is|ba>t Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan 
Harta Perkawinan”, http://www.nu.or.id, diunduh 18 agustus 2018.  
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                        
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber muamalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentu­ kan, hendaklah kamu menuliskannya.”28 
Kedua, maslahat mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan dan 
juga tidak dilarang oleh syariat, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan 
masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu 
prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, Is|ba>t nikah dipandang 
sebagai suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 
3. Prosedur Is|ba>t Nikah 
Aturan Pengesahan nikah/Is|ba>t nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah 
peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan 
oleh Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah / Is|ba>t nikah sama 
halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain, yaitu 
sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan 
secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:
29
 
a Penggugat atau pemohon datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan 
Agama, untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau 
permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat 
atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah 
ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti 
identitas diri (KTP); 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (CV. Asy  Syifa), hal. 8  
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Erfaniah Zuhriah, “Peradilan Agama Di Indonesia” (Malang: UIN MALANG PRESS, 
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b Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara 
(pasal 121 ayat (4) HIR); 
c Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian 
berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan 
dalam buku register; 
d Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama 
dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari 
sidangnya; 
e Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili 
dan menentukan hari sidang; 
f Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) 
memeriksa kelengkapan surat gugatan; 
g Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggi 
-lan sidang secarat patut; 
h semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan 
(BAP). 
4. Syarat-syarat Is|ba>t Nikah 
Syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan Is|ba>t Nikah antara 
lain:
30
 
a. Suami atau Istri 
b. Anak-anak Mereka 
c. Wali Nikah 
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Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, h.167   
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d. Pihak-pihak yang berkepentingan 
5. Sebab-sebab Is|ba>t Nikah 
Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan Is|ba>tnya 
ke Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu:
31
 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya Akta Nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan; 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-
undang No. 1 Tahun 1974;  
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tida mempunyai 
halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
6. Landasan Yuridis Is|ba>t Nikah 
Is|ba>t nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara 
lebih rinci. Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa Is|ba>t nikah dapat diajukan ke 
Pengadilan Agama berkenaan dengan, (1) Adanya perkawinan dalam rangka 
menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang 
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4). adanya perkawinan yang 
terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU 
No. 1 Tahun 1974
32
. 
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Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan 
Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala 
permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk 
(NTCR), yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh 
Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan 
seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. 
Undang-undang ini merupakan hasil Usaha untuk menciptakan hukum nasional 
dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi. 
Pada dasarnya kewenangan perkara Is|ba>t nikah bagi pengadilan agama 
dalam sejarahnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan pernikahan 
dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah tentang Nomor 9 Tahun 1975; 
penjelasan pasal 49 ayat (2) yang berbunyi: “Mulai berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang RI 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, serta dalam Pasal 64 UU No. 1 Tahun 
1974 yang berbunyi : Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang 
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.  
Namun kemudian kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan 
dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) dan (3). 
Dalam ayat (2) disebutkan : ”Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan 
dengan akta nikah, dapat diajukan Is|ba>t nikahnya ke Pengadilan Agamanya”. 
Pada ayat (3) disebutkan : Is|ba>t nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 
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terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ; a. Adanya perkawinan dalam 
rangka penyelesaian perceraian ; b. Hilangnya akta nikah ; c. Adanya keraguan 
tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ; dan d. Perkawinan yang 
dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 
Undang-undang RI nomor 1 Tahun 1974.
33
  
Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI tersebut, berarti 
bahwa KHI Telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh 
Undang- undang, baik oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun 
Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya 
menentukan bahwa adanya kewenangan suatu Peradilan untuk menyelesaikan 
perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat 
apabila dikehendaki (adanya ketentuan / penunjukan) oleh Undang-undang. 
Mengenai Is|ba>t nikah ini ada PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang 
dalam pasal 39 ayat (4) menentukan jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat 
akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka 
untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk, harus dibuktikan 
dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama; akan tetapi hal ini 
berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-undang No. 1 
Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. 
Dengan demikian perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan 
(diqiyaskan) denga perkara pembatalan perkawinan, perceraian atau poligami. 
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Pada prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah 
menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-undang. 
Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang-undang 
No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk Is|ba>t perkawinan, maka secara 
sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara 
Massif. Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah 
memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang Is|ba>t nikah ini tanpa 
batasan dan pengeecualian padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya 
dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a), yang 
dapat mengundang problem lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut 
perkara cerainya, atau pemohon tidak tidak mau melaksanakan ikrar talak karena 
telah rukun kembali sebagai suami isteri, padahal telah ada putusan sela tentang 
sahnya nikah mereka; apakah bisa penjatuhan dalam status hukum dalam putusan 
sela dinilai gugur karena dinilai assesoris dengan permohonan atau gugatan 
pokok, menurut penulis tentu tidak bisa batal dengan sendirinya karena ini 
menyangkut penentuan ”status hukum” seseorang. Belum lagi jika Is|ba>t nikah 
yang diajukan menyangkut poligami, lantas apa bisa perkara yang tadinya 
perceraian sekaligus digabungkan (kumulasi/concursus/samenlop/coincidence) 
dengan perkara Is|ba>t (yang voluntair) dengan poligami (yang contensius) tentu 
tidak dibolehkan. 
Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah sesuatu yang berlebihan, 
bukankah kalau hanya sekedar hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan 
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duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif/kehati-hatian akan 
memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP 
No. 9 Tahun 1975 telah menentukan bahwa kedua dari akta perkawinan itu harus 
disimpan (dikirimkan oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah 
kantor pencatatan perkawinan itu berada, jadi jika di KUA itu hilang atau musnah, 
tentu masih bisa didapatkan rangkapnya di kantor pengadilan (PA), dan apabila 
yang bersangkutan itu adalah pegawai negeri sipil (PNS), BUMN, anggota ABRI, 
anggota POLRI, pegawai perusahaan swasta, perusahaan swasta, atau sebagai 
masyarakat anggota biasa yang mempunyai kartu keluarga, bahkan dari anaknya 
yang sudah mempunyai akta kelahiran dari kantor catatan sipil, maka tentulah 
dapat melacak fotokopi buku nikahnya yang telah diberikan sebagai data resmi 
kepada instansi-instansi yang bersangkutan untuk meminta kopi lagi, yang 
kemudian diserahkan ke KUA yang bersangkutan untuk dibuatkan duplikatnya, 
sehingga dengan demikian tidaklah perlu diminta Is|ba>tnya ke pengadilan Agama, 
masalahnya jauh lebih mudah ketimbang harus sidang di pengadilan Agama.
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Terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf c, yakni adanya keraguan tentang 
sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada 
apa yang termasuk dalam perkara pembatakan perkawinan/nikah, bukan perkara 
Is|ba>t nikah, sebab biasanya orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut 
amatlah yakin bahwa perkawinan melalui kyai/ustadh adalah telah sah dan sesuai 
dengan syari’at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan 
pasal 7 ayat 3 huruf e, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang 
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mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal 
yang amat luas jangkauanya yang tidak memberikan batasan yang jelas. 
Sedangkan di dalam al-Qur’an ayat yang dapat dikaitkan dengan Is|ba>t 
nikah yaitu ayat yang menjelaskan tentang pembatasan atau penetapan empat 
orang isteri, yang terdapat dalam, QS An-Nisa/4: 3. 
                          
                             
            
Terjemahan: 
“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) 
seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.35 
Ayat ini menjelaskan tentang memelihara anak yatim dan juga keijinan 
dari tuhan untuk beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat.
36
 Dalam riwayat 
ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak 
yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Tatapi anak itu tidak 
dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi, anak itu dan rusaklah 
kesehatannya. Maka datanglah ayat ini. Sehingga dengan menikah akan menjaga 
kebaikan atau kemaslahatan bagi yang bersangkutan. Serta pernikahan ini akan 
berdampak terhadap hak dan kewajiban bagi suami isteri. Isteri berhak untuk 
menuntut tempat tinggal, hak nafkah sandang, dan pangan, hak nafkah batin dan 
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sebagainya.
37
 Keadaan bahwa sangat rancunya ketentuan tentang Is|ba>t nikah yang 
ada dalam KHI senantiasa akan lebih baik apabila pasal-pasal tentang ini kita 
abaikan atau tinggalkan saja, kembali kepada ketentuan Undang-undang, 
bukankah masih banyak pasal-pasal dalam KHI yang masih sesuai dengan 
Undang-undang yang masih bisa kita pergunakan.  
7. Manfaat Is|ba>t Nikah 
Akta Nikah adalah alat bukti otentik sahnya suatu perkawinan seseorang, 
sangat bermanfaat dan mashlahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anak 
anaknya) untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas 
perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam 
perkawinan dan hak-hak perkawinan), dan juga untuk melindungi dari fitnah dan 
tuhmah atau qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa mengajukan Is|ba>t 
nikah untuk mendapatkan akta tersebut sangat penting untuk sadduz zariqah 
(tindakan pencegahan) dan juga maslahah mursalah (kemaslahatan umat). 
Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan itu adalah sudah 
merupakan ”Kesepakatan nasional” yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan 
hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan 
perlindungan hukum. Oleh karena itu terhadap pelanggaran atas peraturan ini 
dikenakan sanksi pidana yakni untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal 10 ayat (3) 
dan 40 PP No. 9 Tahun 1975 ; dihukum dengan denda setinggi-tingginya Rp. 
7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah), dan PPN yang melanggar ketentuan yang 
diatur dSalam pasal-pasal 6, 7, 8, 9, dan 10 ayat (1), (11), (13), dan (44) hukuman 
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kurungan selama-lamanya 3 Bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- 
(tujuh ribu lima ratus rupiah) hukuman pidana tersebut diatur pada pasal 45 ayat 
(1) dan (2) yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.  
Pasal 45 menjelaskan : (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, maka: a. Barang siapa yang melanggar 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini 
dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima 
ratus rupiah); b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan 
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam 
ayat (1) diatas merupakan pelanggaran. 
Meskipun aturan pelaksanaan tentang ini belum ada, namun ancaman 
terhadap Undang-undang ini sesungguhnya justru dimaksudkan sebagai upaya 
untuk merefleksikan nilai ketertiban dan kedisiplinan masyarakat, disamping itu 
pula untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general dalam rangka 
mencegah perkawinan dibawah tangan untuk masa-masa yang akan datang.
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi dan Jenis Penelitian 
1.  Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kabupaten Jeneponto 
dengan objek penelitian Pengadilan Agama Jeneponto, untuk memperoleh 
informasi dan data mengenai alasan pengajuan Is|ba>t Nikah bagi orang yang telah 
meninggal dunia dan pertimbangan hakim mengenai Is|ba>t Nikah bagi orang yang 
telah meninggal dunia dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau 
data yang akurat mengenai pelaksanaan Is|ba>t Nikah di Pengadilan Agama 
Jeneponto.  
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian hukum deskriptif yang 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang 
fakta yang berhubungan dengan permasalahan tentang pelaksanaan Is|ba>t Nikah 
bagi orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Jeneponto. Setelah 
gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini 
merupakan penelitian studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, 
terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, 
suatu organisasi atau lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang 
bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai 
subyek yang diteliti. Dengan demikian Penelitian studi kasus, lebih 
mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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B. Pendekatan Penelitian 
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek 
atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan 
pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. 
Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat 
yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan 
yang ada. 
C. Pengumpulan Data 
1. Jenis Data 
 Penelitian ini bercorak field research, oleh karena itu jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Data ini berkenaan 
dengan nilai kualitas. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu: 
a. Data Pustaka melalui Library research yaitu metode yang dilakukan 
dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang 
berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-bahan 
penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah: 
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1) Sumber data primer 
Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari 
bahan hukum lainnya, diantaranya adalah : 
a) Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
b) Kompilasi Hukum Islam. 
2) Sumber data sekunder. 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan 
penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri 
dari : 
a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara 
perdata. 
b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang relevan 
serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3) Sumber data tersier 
Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 
ensiklopedia, dan lain-lain. 
3. Metode pengumpulan data 
a. Observasi 
 Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti 
mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis 
terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada 
orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Dari segi prosesnya observasi dapat 
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dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-
hari orang yang diamati), dan observasi non partisipan (tidak terlibat dan hanya 
sebagai peneliti independen), dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka 
dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) dan tidak 
terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis). Adapun teknik observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipan. 
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan 
diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari 
responden. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang 
“Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak terbatas pada satu tanggapan 
saja) dan mengarah pada pedalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal 
terstruktur.
1
 Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para 
pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Jeneponto guna memperoleh informasi 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Is|ba>t Nikah bagi orang 
yang telah meninggal dunia. 
c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam 
bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti Akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang 
berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan 
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data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian  kualitatif.  
4. Instrumen Pengumpulan Data 
Penelitian dilakukan bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang 
bagaimana pelaksanaan Is|ba>t Nikah bagi orang yang telah meninggal dunia di 
Pengadilan Agama Jeneponto. Adapun instrument pengumpulan data yang 
digunakan adalah Pedoman Wawancara yaitu Salah satu instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan untuk memperoleh data/informasi tentang pandangan hakim terhadap 
isbat nikah bagi rang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama 
Jeneponto, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan penelitian ini. Informasi dapat 
diperoleh dengan wawancara langsung dan wawancara tertulis dengan para hakim 
dan panitera Pengadilan Agama Jeneponto. 
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari 
hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di 
lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan 
disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. Teknik pengolahan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan jalan 
persentase melalui analisis statistik deskriptif. 
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1. Deksriptif 
Merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, 
sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, 
menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode ini dalam pelaksanaannya 
dilakukan melalui, tekni survay studi kasus (membedakan dengan suatu kasus). 
Yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip, atau memperjelas 
bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum, serta memberikan 
gambaran perbandingan antara hasil penelitian dan teori yang digunakan.2 
2. Deduktif dan Induktif 
Deduktif tolak ukurnya adalah peraturan perundang-undangan dan Syariat 
Islam, sehingga dalam melakukan pengujian keabsahan data dari hasil penelitian 
ada yang menjadi acuan dasar bagi peneliti. Guna memudahkan proses 
pengolahan data sehingga tidak terjadi ketidak absahan hasil penelitian. 
 Sedangkan induktif adalah merupakan analisa berdasarkan fakta-fakta 
yang ditemukan dilapangan. Ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait 
segala bentuk aturan yang ditemukan dilapangan, baik berupa kejadian, hasil 
penemuan menyusun logika untuk mengambil kesimpulan. 
3. Kredibiltas 
Untuk memberi penjelasan apakah proses dan hasil penelitian dapat 
diterima atau dipercaya. Beberapa kriteria dalam menilai keabsahan data adalah 
                                                          
2
Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif. 
File://c/USER/Downloads/FILE_7.Pdf. (26 Maret 2017). h. 16. 
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lama penelitian, observasi yang detail, analisis kasus negatif, membandingkan 
dengan hasil penelitian lain.3 
4. Transferabilitas 
Yaitu untuk memberikan penjelasan apakah hasil penelitian penulis ini 
dapat diterapkan pada situasi yang lain. Yaitu apakah hasil penelitian mengacu 
pada tingkat kensistensi peneliti dalam mengumpulkan, membentuk dan 
menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik 
kesimpulan.4 
 
 
 
  
                                                          
3D. Retcliff. “Analytic Induction as Qualitatif Research Methood of Analysis”. Available 
Online, 2001. h. 14. http://don.ratcliff.net/qual/anaytic.html. 
4D. Retcliff. “Analytic Induction as Qualitatif Research Methood of Analysis”. Available 
Online, 2001. h. 16. http://don.ratcliff.net/qual/anaytic.html. 
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     BAB IV 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah 
satu lembaga di lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
bersama Badan Peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata 
Usaha Negara dan Peradilan Militer. 
Peradilan Agama merupakan Badan Peradilan, pelaku kekuasaan 
kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat 
pencari keadilan suatu perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam 
di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan 
ekonomi syari’ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam 
menyelesaikan perkara tertentu, termasuk aturan pelaksanaannya serta 
memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan 
kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. 
1. Profil dan Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Jeneponto 
Pengadilan Agama Jeneponto dibentuk pada bulan Desember 1962, 
pembentukan Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan peraturan pemerintah 
(PP) nomor 5 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957 tentang pembentukan 
pembentukan Pengadilan Agama didaerah-daerah diluar Jawa dan Madura. 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sekaligus disebutkan daerah-
daerah mana yang akan didirikan Pengadilan Agama secara berturut-turut, 
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termasuk Pengadilan Agama Jeneponto terdapat dalam nomor urut 80. penetapan 
tersebut mulai berlaku sejak tanggal 29 Mei 1962. 
Namun demikian pada awal berdirinya Pengadilan Agama Jeneponto 
waktu itu hanya memiliki 2 orang pegawai, yaitu K.H.M.Rafi’ sebagai Ketua dan 
Jata Dg. Tarang sebagai pesuruh. 
Dengan kondisi seperti diatas, praktis Pengadilan Agama Jeneponto belum 
dapat berbuat apa-apa. Sidang-sidang belum diadakan mengingat kelengkapan 
sebuah lembaga peradilan belum tersedia. Hakim hanya seorang dan Panitera 
belum ada, padahal sebuah persidangan hanya dapat dilaksanakan apabila unsur-
unsur tersebut ada. 
Bukan hanya dari segi sumber daya manusianya yang menyebabkan 
Pengadilan Agama Jeneponto belum dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga 
peradilan, tetapi juga dari segi sarana fisik (perkantoran), alat-alat administrasi 
dan pendukung lainnya sangat minim, sehingga kadang-kadang digunakan uang 
pribadi ketua. 
Sebagai tempat pelaksana segala aktifitas peradilan, Pengadilan Agama 
Jeneponto untuk sementara waktu menggunakan sebuah rumah sakit yang 
berhadapan dengan Pengadilan Negeri Jeneponto Waktu itu, dirumah sakit itulah 
Pengadilan Agama Jeneponto melayani masyarakat pencari keadilan. 
Dalam kurun waktu tahun 1962 sampai dengan tahun 1964, Pengadilan 
Agama Jeneponto dapat dikatakan sebagai tahap-tahap pembenahan mendasar. 
Dengan demikian, tugas-tugas yang seharusnya diemban sebagai sebuah lembaga 
peradilan belum berjalan sebagaimana wajarnya. Hal ini dapat dimaklumi, sebab 
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dengan kondisi yang sangat minim, baik dari segi tenaga (personil) maupun 
sarana pendukung (administrasi dan perkantoran). 
Akan tetapi setiap orang yang akan berperkara, tidak mengajukan 
permohonan atau surat gugatan, melainkan diproses secara verbal, tetapi 
sebelumnya diselesaikan secara musyawarah di desa masing-masing oleh tokoh 
masyarakat. Nanti setelah tokoh masyarakat tidak bisa menyelesaikannya, baru 
dibawah ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut. 
Pada awal tahun 1962 Pengadilan Agama Jeneponto yang pada awal 
berdirinya menggunakan rumah sakit umum atas perintah pemerintahan setempat. 
Keadaan ini berlangsung sampai akhir tahun 1972. 
Kemudian dipindahkan ke Kantor Departemen Agama, sebab pada saat itu 
Kepala Kantor Departemen Agama yang meminta supaya Bertempat di Kantor 
Departemen Agama tersebut, maka disediakanlah sebuah ruangan untuk pegawai 
Pengadilan Agama Jeneponto, akan tetapi pada waktu itu antara Kepala 
Departemen Agama dan Kepala Pengadilan Agama Jeneponto terjadi persaingan, 
maka Kantor Pengadilan Agama Jeneponto dipindahkan ke Islamic Centre, yang 
dijadikan sebagai tempat pencari keadilan. 
Di Islamic Centre tersebut itulah Pengadilan Agama Jeneponto mulai 
berusaha melengkapi segala kebutuhan dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
tugas-tugas peradilan. Personil Pengadilan mulai bertambah, Kantor diperbaiki 
dan sarana-sarana penunjang lainnya dibenahi. 
Berkat ketabahan, usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh para pejabat 
Pengadilan Agama Jeneponto pada saat itu, nampaknya mendapat perhatian dari 
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pemerintah. Sehingga pada awal tahun 1975, Pengadilan Agama Jeneponto mulai 
mendapat anggaran belanja yang memadai serta tambahan tenaga personil. 
Menjelang akan diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan, Pengadilan Agama Jeneponto mulai sibuk mempersiapkan 
diri dalam mengantisipasi Undang-undang tersebut. Sebab, seperti diketahui 
bahwa dengan berlakunya Undang-undang tersebut, maka tugas-tugas Pengadilan 
Agama bertambah banyak. Pengadilan Agama Jeneponto mengusulkan tambahan 
tenaga-tenaga trampil dalam rangka menangani masalah tersebut. 
Satu hal yang agak sedikit menyedihkan warga Pengadilan Agama 
Jeneponto saat-saat persiapan itu, yaitu pada saat K.H.M.Rafi’ dimutasi ke Jawa, 
apalagi K.H.M.Rafi’ merupakan tokoh yang sangat gigih berjuang dan sangat 
disegani oleh aparatnya, warga Pengadilan Agama Jeneponto merasa sangat 
kehilangan. 
Untuk mengantisifasi masalah tersebut diatas, Ketua Pengadilan Tinggi 
Agama Ujung Pandang mengangkan K.H.M.Dahlan sebagai pengganti 
K.H.M.Rafi’, kemudian digantikan oleh K.H. Ahmad Dg. Mappuji, warga 
Jeneponto asli, yang tentunya lebih gigih lagi berjuang, terutama untuk 
mendapatkan sebidang tanah dari pemerintah tingkat II Jeneponto untuk 
pembangunan sebuah kantor. Akan tetapi belum sempat cita-cita tersebut 
terwujud K.H.Ahmad Dg. Mappuji berhenti dari jabatannya karena memasuki 
masa pensiun. Kemudian diganti oleh Abdullah Umaeri, beliau juga adalah warga 
Jeneponto Asli, sebagaimana halnya K.H.Ahmad Dg. Mappuji yang gigih 
berjuang untuk mendapatkan sebidang tanah untuk pembangunan sebuah kantor, 
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demikian pula halnya Abdullah Umaeri. Sebab pada waktu itu Pangadilan Agama 
Jeneponto masih bertempat di Islamic Centre, akan tetapi kita manusia biasa 
hanya bisa merencanakan, sebab sebelum cita-cita Abdullah Umaeri terwujud, 
Beliau dimutasi kedaerah lain, kemudian diganti oleh Drs. Ahmad Kadir, dimana 
beliaulah yang melanjutkan cita-cita Abdullah Umaeri, namun belum sempat juga 
terwujud apa yang dicita-citakan Drs. Ahmad Kadir di mutasi kerja kedaerah lain. 
Pada awal tahun 1978, Ahmad Kadir diganti oleh H.St.Maliha Kr. Layu, 
pada tahun itu pula warga Pengadilan Agama Jeneponto mendapatkan sebuah 
bangunan diatas sebidang tanah pemberian pemerintah daerah tingkat II 
Jeneponto, kantor itu terletak dijalan M.Ali Dg. Gassing itu mulai dibangun pada 
awal tahun 1977 dan diresmikan pada akhir tahun 1979. 
H.St. Maliha Kr. Layu menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadilan 
Agama Jeneponto selama kurang dari 2 tahun (1978-1980). 
2. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama jeneponto 
Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara 
antaraorang-orangyangberagamaIslam: 
A. Bidang Perkawinan 
- Izin Beristri 
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- Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang Islam yang belum berusia 21 
tahun, dalah hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurusada 
perbedaan pendapat izin kawin. 
- Dispensasi kawin 
- Pencegahan perkawinan 
- Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah 
- Pembatalan perkawinan 
- Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri 
- Perceraian karena talak (Cerai Talak) 
- Gugatan perceraian (Cerai Gugat) 
- Penyelesaian harta bersama (Gono-gini) 
- Hak Asuh terhadap Anak 
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. 
- Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana 
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya. 
- Putusan tentang sah tidaknya seorang anak. 
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. 
- Pencabutan kekuasaan wali. 
- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut. 
- Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang ada di bawah 18 
tahun yang ditinggal kedua orangtuanya. 
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- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah kekuasaannya. 
- Penetapan asal usul seorang anak. 
- Putusan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. 
- Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran. 
- Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain (Pengesahan Nikah/Is|ba>t Nikah). 
- Wali adhall (berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 
tantang Wali Hakim). 
B. Waris, Wasiat, dan Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah 
- Gugatan waris 
- Gugatan waris 
- Permohonan harta peninggalan di luar sengketa 
- Wasiat 
- Hibah 
- Wakaf 
- Zakat 
- Infaq 
- Shadaqah 
C. Ekonomi Syariah 
- Bank Syariah 
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- Lembaga Keuangan mikro syariah 
- Asuransi syariah 
- Reasuransi syariah 
- Reksadana syariah 
- Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah 
- Sekuritas syariah 
- Pembiayaan syariah 
- Pengadaian syariah 
- Dana pensiun lembaga keuangan syariah 
- Bisnis syariah   
D. Hisab Rukyat 
- Penetapan (Is|ba>t) kesaksian rukyat hilal 
- Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan arah kiblat dan 
waktu shalat 
E. Nasihat Hukum Islam 
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam 
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 
3. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Jeneponto 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum keberadaan 
Pengadilan Agama Jeneponto adalah : 
1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan. 
2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-undang nomor 7 Tahun 
1989 Tentang Peradilan Agama. 
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3) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. 
4) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. 
5) Staatblaad nomor 227 Tahun 1927 Tentang Reglement Hukum Acara 
untuk Daerah Luar Jawa dan Madura. 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik.
8) Keputusan Presiden RI. No 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 
organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan PU, PTUN dan PA ke 
Mahkamah Agung. 
9) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/001/SK/I/1991 
tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan 
Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama. 
10) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/SK/II/1992 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan 
Pengadilan Tinggi Agama. 
11) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan 
Kompilasi Hukum Islam 
12) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan 
Tanah Milik. 
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13) Surat edaran MA. RI. no.2 Th. 1990 tentang petunjuk pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
14) Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 Tentang 
Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Kepaniteraan 
Pengadilan Tinggi Agama. 
15) Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tentang 
Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 
c. Wilayah Yuridiksi 
Sesuai Pasal  4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama jo. Pasal 3 Lampiran II  Keputusan Menteri Agama Nomor 76 
Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iyah, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto meliputi wilayah 
Kabupaten Jeneponto dan ibukotanya Bonto sunggu. 
 Sesuai data dalam buku yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Kabupaten 
Jeneponto, maka wilayah ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. Letak dan batas-batasnya :         
1) Letak Geografis 
Letak geografis kabupaten Jeneponto berada antara 5
o
.23
’12”-5o.42’1,2” 
Lintang Selatan dan 119
o.29’12’-119o.56’44,9” Bujur Timur dengan Batas 
Wilayah: 
 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa 
 Sebelah Selatan : Berbatasan Laut Flores 
53 
 
 
 
 
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
b. Iklim dan topografis  
Kabupaten Jeneponto Beriklim tropis dengan dua musim yakni musim 
kemarau pada bulan Juni sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan 
Januari   sampai bulan Mei. Suhu udara berkisar 20-35 derajad celsius. 
 Topografi Kabupaten Jeneponto terbagi dalam tiga bagian, yaitu: 
Bagian Utara, dengan ketinggian   500 s/d 1400 meter di atas permukaan laut. 
Bagian Tengah, dengan ketinggian 100 s/d 500  meter di atas permukaan laut. 
Bagian Selatan, dengan ketinggian 0     s/d 150  meter di atas permukaan laut 
c. Peta wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto 
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d. Deskripsi wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto 
Letak Geografi Kabupaten Jeneponto terletak antara 5
o
23'15" - 5
o
42'1,2" 
Lintang Selatan dan 119
o
29'12" - 119
o
56'44,9" Bujur Timur, dengan luas wilayah 
749,79 km
2
. 
Kabupaten Jeneponto yang beribukota di Bontosunggu, secara administrasi dibagi 
menjadi 11 kecamatan yaitu: 
1. Kecamatan Bangkala 
2. Kecamatan Bangkala Barat 
3. Kecamatan Tamalatea 
4. Kecamatan Binamu 
5. Kecamatan Turatea 
6. Kecamatan Kelara 
7. Kecamatan Bontoramba 
8. Kecamatan Rumbia 
9. Kecamatan Batang 
10. Kecamatan Tarowang 
11. Kecamatan Arungkeke 
Batas administratif Kabupaten Jeneponto: 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar 
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Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah Propinsi 
Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km. 
d. Visi Misi Pengadilan Agama Jeneponto 
 Visi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah mewujudkan 
Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat / terhormat dalam 
menegakkan hukum untuk mencapai keadilan / kebenaran, ketertiban dan 
kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat 
sesuai dengan prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan 
biaya ringan serta seksama (cermat dan sewajarnya), mendapatkan kepercayaan 
publik serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. 
 Adapun Misi dari Pengadilan Agama Jeneponto adalah sebagai berikut : 
a. Menerima perkara dengan tertib, memeriksa perkara dengan seksama dan 
sewajamya, memutus perkara dengan cepat dan benar sehingga tercapai  putusan 
yang memenuhi rasa keadilan. Peradilan yang mandiri dan independen dari 
campur tangan pihak luar serta memperbaiki kualitas input eksternal pada proses 
peradilan. 
b. Insitusi Peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas serta melaksanakan tugas 
kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan 
transparan 
c. Memberikan bantuan kepada masyarakat pencari keadilan dengan meingkatkan 
pelayanan prima . 
d. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan dan umum (surat menyurat 
perlengkapan rumah tangga kantor). 
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e. Sumber Daya Manusia 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan 
Agama tersebut di atas, Pengadilan Agama Jeneponto membagi tugas para pejabat 
di lingkungan satuan kerja sebagai berikut : 
1. Ketua dan Wakil Ketua (Dra. Hj. BADRIYAH, S.H.. / Ketua dan Muhammad 
Tayyib, S.Ag / Wakil Ketua) 
Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan 
baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama, serta 
bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama 
dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi, 
baik sektoral mupun lintas sektoral. 
2. Hakim (Dra. Haniah, Fadilah, S.Ag. Idris, S.H.I. Muhammad Ihsan, S.Ag. 
M.Ag. Hilmah Ismail, S.H.I) 
 Memeriksa dan mengadili, memutuskan serta menyelesaikan setiap 
perkara yang diberikan/diserahkan kepadanya berdasarkan Penetapan Majils 
Hakim. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka 
pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan pengorganisasiannya, serta 
melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pengadilan. 
3. Panitera (Drs. Salinri.) 
Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan tehnis di bidang 
administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya, serta pelayanan 
administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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a. Panitera Muda Hukum (Dra. Hj. Munawarah) 
 Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan 
statistik data perkara, menyusun/ membuat laporan perkara, menyimpan arsip 
berkas perkara dan melakukan pengurusan administrasi pembinaan hukum agama, 
(penyumpahan ru'yat hilal dan pemberian keterangan/ nasehat tentang hukum 
Islam kepada instansi pemerintah apabila  diminta)dan menkordinator 
memasukkan data perkara baik panggilan ghoib, jadwal persidangan, pengaburan 
perkara putus yang sudah berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan 
berdasarkan peraturan perundang- undangan. 
b. Panitera Muda Gugatan (Muhammad Rusydi As’ad, S.H). 
 Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, 
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara  gugatan. 
c. Panitera Muda Permohonan (Sedang Kosong). 
Bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mepersiapkan 
persidangan perkara, berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang 
berhubungan dengan masalah perkara permohonan. 
d. Panitera Pengganti (Abdul Rahman, S.H., Hartati, S.H) 
Membantu hakim/ Majlis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya 
sidang serta membuat berita acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi 
dalam persidangan perkara yang ditanda tangani Hakim/Majlis hakim tersebut. 
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4. Sekretaris (Drs. Lamuru, S.H.) 
Membantu Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan, membina 
dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan tehnis dibidang administrasi 
Keegawaian dan peradilan lainnya. 
a. Kasubag Umum dan Keuangan (Andi Muhammad Amin, S.Hi.) 
Bertugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur 
dilingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhubun dengan kegiatan 
penataan arsip, penataan persuratan, penataan ruang dan penataan perpustakaan. 
Dan Bertugas memberikan pelayanan administrasi keuangan kepada semua unsur 
di lingkungan Pengadilan Agama terutama urusan keuangan, DIPA kecuali biaya 
perkara/ uang titipan pihak. 
b. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana (Muh. Taufik, S.E) 
Bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada semua 
unsur dilingkungan Pengadilan Agama kususnya yang berhubungan dengan 
urusan kepegawaian. 
c. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Afif M. 
Nur, S.Kom) 
Bertugas memberikan Perencanaan serta mengelola Teknologi dan 
Informasi yang berkaitan dengan urusan Pengadilan agama. 
5. Juru sita dan Jurus Sita pengganti (Nurbayanti, S.H.I., Tri Sutrisno / Nurdin). 
Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas- tugas 
kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/ Ketua Majlis 
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yang di kordinasikan oleh panitera, didalam Wilayah hukum Pengadilan Agama 
yang bersangkutan. 
f. Daftar Jumlah Perkara Yang Masuk Pada Tahun 2016-2017 
A. Daftar Perkara 2016 
No. Bulan Is|ba>t Nikah 
1 
Januari 1 
2. 
Februari - 
3. 
Maret - 
4. 
April 4 
5. 
Mei 2 
6. 
Juni - 
7. 
Juli 3 
8. 
Agustus 1 
9. 
September - 
10. 
Oktober 2 
11. 
November 3 
12. 
Desember 2 
Jumlah 
18 
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B. Daftar Perkara Tahun 2017 
No. 
Bulan Is|ba>t Nikah 
1. 
Januari 1 
2. 
Februari 1 
3. 
Maret 1 
4. 
April 2 
5. 
Mei - 
6. 
Juni - 
7. 
Juli - 
8. 
Agustus 5 
9. 
September - 
10. 
Oktober - 
11. 
November 4 
12. 
Desember 5 
Jumlah 
20 
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B. Pendapat Hakim terhadap Is|ba>t Nikah Bagi Orang yang telah Meninggal 
Dunia. 
 Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal 
dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan 
inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah. 
Penghargaan Islam terhadap sebuah ikatan perkawinan sangat besar sekali, 
sampai- sampai ikatan tersebut ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. 
  Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna 
mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasikan dengan baik, dalam 
pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang 
kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan 
tidaknya suatu perkawinan. 
 Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus 
dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, dalam hal ini terkadang seseorang 
mendapatkan beberapa hambatan. Hambatan tersebut adalah sebuah perceraian 
yang terbagi atas dua jenis perceraian: Cerai hidup adalah status dari mereka yang 
hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam 
hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara 
hukum. Sebaliknya, tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi 
masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke 
tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. 
Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai 
hidup dan selanjutnya terdapat pula istilah cerai mati, Cerai mati adalah status dari 
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mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin 
lagi.Berdasarkan definisi di atas, cerai mati dapat diartikan sebagai putusnya 
perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga 
meninggalkan pasangannya. Sedangkan cerai hidup dapat diartikan sebagai 
putusnya perkawinan dalam keadaan suami istri masih hidup karena suatu alasan. 
Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bisa dilihat 
dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan jo Pasal 116 KHI. 
Jadi, dasar hukum dari cerai mati dan cerai hidup sebenarnya diatur dalam 
Undang-undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu 
mengenai putusnya perkawinan. Namun, memang tidak diberikan secara khusus 
definisi cerai mati dan cerai hidup dalam peraturan perundang-undangan yang 
ada.  Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan 
permohonan Is|ba>t Nikah yang dalam kewenangan ini dilaksanakan oleh 
pengadilan Agama. 
Is|ba>t nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnya suatu 
pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan 
khususnya Pengadilan Agama.
1
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan yaitu di Pengadilan 
Agama Jeneponto, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah 
yang telah dikemukakan sebelumnya oleh penulis di bab I, yaitu tentang Pendapat 
hakim Pengadilan Agama Jeneponto terhadap Is|ba>t nikah pada orang yang telah 
meninggal dunia, disini penulis mewawancarai tiga hakim yaitu Muhammad 
                                                          
 
1
 H. A. Mukti Arto, “Peraktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996 ), h. 12 
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Tayyib, S.Ag selaku wakil ketua, Bapak Idris, S.H.I, M.H selaku Hakim Anggota, 
dan  Bapak Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag., dari hasil wawancara pada ketiga 
hakim tersebut ada beberapa pendapat hakim terkait dengan masalah Is|ba>t nikah 
pada orang yang telah meninggal dunia yang penulis peroleh, hasilnya 
sebagaimana yang dibawah ini: 
Pertama-tama penulis menanyakan pengertian Is|ba>t Nikah menurut para  
Hakim Pengadilan Agama Jeneponto: 
1. Muhammad Tayyib, S.Ag (Wakil Ketua /Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Jeneponto) penulis menemui Bapak Muhammad Tayyib, S.Ag 
pada hari selasa tanggal 6 Maret 2018 di ruang kerja beliau sekitar pukul 
13.50
2
 seusai melaksanakan sholat dhuhur, ketika penulis menayakan apa 
yang dimaksud dengan Is|ba>t nikah beliau mengatakan: 
“Is|ba>t adalah kata yang diambil dari bahasa arab yang artinya 
adalah pengesahan, jadi yang dimaksud dengan Is|ba>t Nikah adalah 
Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum tercatat yaitu 
perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Islam secara materiil 
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan 
sebagai syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pada dasarnya sebelum di Is|ba>t kan 
perkawinan yang belum tercatat tersebut dianggap sudah ada dan 
sah ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi, hanya 
saja tidak mendapat pengakuan dari Negara, maka untuk 
mendapatkan pengakuan dari Negara perkawinan yang belum 
dicatatkan harus di Is|ba>t kan”. 
2. Idris S.H.I M.H (Bagian Humas/Majelis Hakim Pemgadilan Agama     
Jeneponto)Sedangkan menurut Bapak Idris S.Hi, M.H yang penulis temui 
pada hari yang sama, 6 maret 2018 di ruang Kepaniteraan
3
, mengatakan:  
                                                          
  
2Muhammad Tayyib, Hakim PA Jeneponto, “Wawancara, 6 Maret 2018, Pukul 13:50. 
  
3
Idris, Hakim PA Jeneponto, “wawancara”, 6 Maret 2018. 
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“Is|ba>t nikah adalah pengesahan perkawinan yang dilakukan 
dibawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah sirri bagi 
pernikahan yang dilaksanakan sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 
1974, dan jika yang di Is|ba>tkan adalah sebuah perkawinan yang 
dilaksanakan setelah adanya UU. No. 1 Tahun 1974 maka 
penetapannya merujuk pada kemaslahatan si pengaju Is|ba>t.” 
3. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag (Majelis Hakim Pengadilan Agama 
Jeneponto)Menurut Bapak Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag yang Penulis 
Temui pada Rabu 7 Maret 2018 di Ruangan kepaniteraan.
4
 
Mengemukakan bahwa:  
“Is|ba>t nikah adalah pengesahan atau penetapan terhadap suatu 
pernikahan yang tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat 
Nikah”. 
Kemudian penulis kembali menanyakan pendapat hakim terhadap Is|ba>t 
Nikah bagi Orang yang telah Meningal Dunia: 
1. Muhammad Tayyib S,Ag. Berpendapat bahwa:  
“tidak ada masalah sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku 
diantaranya”;  
 memenuhi syarat untuk melakukan acara di pengadilan agama 
jeneponto  
 memenuhi prosedur yang di terapkan di pengadian agama 
jeneponto  
 memenuhi syarat nikah.(MT) 
2. Idris S.Hi, M.Hi.  
“Is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal dunia  itu boleh, 
kebolehan tersebut dinilai oleh majelis hakim, apakah telah 
memenuhi syarat sah perkawinan berdasarkan kompilasi hukum 
islam (KHI) dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 
tentang perkawinan dan jika telah memenuhi syarat tersebut, maka 
majelis hakim bisa saja memutuskan sepanjang terbukti oleh bukti-
bukti dalam persidangan melalui saksi. Jika tidak ada saksi 
                                                          
  
4
Muhammad Ihsan, Hakim PA jeneponto, “wawancara”, 7 Maret 2018  
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otomatis perkara Is|ba>t nikah tersebut ditolak atau tidak dikabulkan 
karena bukan sebab tidak adanya saksi tetapi tidak memenuhi 
syarat dan rukun perkawinan. Kemudian narasumber juga 
mengemukakan bahwa dalam buku II (dua) Petunjuk teknis 
(juknis) Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia 
mengatur bahwa seseorang yang ingin mengis|ba>tkan pernikahan 
dan sala satu dari pasangan suami istri telah meninggal dunia maka 
semua ahli waris harus dijadikan pihak-pihak dalam berperkara 
karena dikhawatirkan salah seorang ahli waris keberatan terhadap 
pengesahan Is|ba>t nikah orang tuanya. Oleh karena itu sebelum 
ditetapkan maka di umumkan terlebih dahulu pada papan 
pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto, bahwa perkara Is|ba>t 
nikah tersebut telah di ajukan pengesahannya yang di umumkan 14 
hari sebelum pengesahan Is|ba>t nikah.”  
3. Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag 
“Berpendapat bahwa, Is|ba>t nikah pada orang tua yang telah 
meninggal dunia, bisa atau tidaknya di lihat dari segi kepentingan 
dan kemaslahatan si anak yang mengajukan Is|ba>t nikah terlebih 
dahulu, jika pengajuan Is|ba>t tersebut terkait dengan masa depan si 
anak, misalnya membutuhkan surat nikah orang tuanya untuk 
membuat akta kelahiran, atau membutuhkan surat nikah orang 
tuanya untuk mengurus harta warisan, dan lain sebagainya, maka 
Is|ba>t nikah tersebut bisa saja dilakukan atau di proses dengan 
mengutamakan kemaslahatan dari si pemohon Is|ba>t” 
 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan Is|ba>t nikah adalah Pengesahan terhadap sebuah perkawinan yang belum 
tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu perkawinan yang memenuhi 
ketentuan hukum Islam secara materil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan 
pencatatan sebagaimana syarat formil yang diatur pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974,  bukankah sahnya perkawinan menurut hukum 
Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan, tidak 
terpenuhinya ketentuan- ketentuan mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan 
tersebut akan membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah.
5
 
 Selain perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan 
hukum, perkawinan yang tidak tercatat juga akan memberikan dampak yang 
                                                          
 
5
Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996 ), H. 50 
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sangat buruk terutama bagi kaum perempuan dan keturunan yang dilahirkan dari 
perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Dalam hal ini pihak perempuan tidak 
memiliki hak sedikitpun atas nafkah dan warisan dari suami jika suatu ketika dia 
meninggal. Perempuan (istri) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi 
perpisahan atau perceraian. 
 Maka dari itu setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah 
(PPN) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo 
Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk 
agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan 
harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN. Pencatatan 
perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hokum dalam 
kehidupan seseorang, misalnya pencatatan dalam hal kelahiran, kematian yang 
dinyatakan kedalam daftar pencatatan yang disediakan secara khusus.
6
 
 Dalam pengajuan Is|ba>t nikah pada orang yang telah meninggal dunia, 
menurut para hakim Pengadilan Agama Jeneponto, perkara tersebut bisa diproses 
dengan syarat pemohon hendaknya dapat memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang telah ditetapkan oleh pengadilan, adapun persyaratan-persyaratan yang 
dimaksud adalah selain menyerahkan fotocopy KTP milik pemohon, pemohon 
juga harus menyerahkan fotocopy KTP orang yang akan di Is|ba>t (dalam hal ini 
yaitu KTP orang tua pemohon), pemohon harus menyerahkan fotocopy Kartu 
Keluarga milik  pemohon, selain itu pemohon juga harus menyerahkan surat 
keterangan dari kepala Desa yang isinya menerangkan bahwa  pemohon adalah 
benar-benar suami istri. 
                                                          
 
6M. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta ; Cet. V, Bumi Aksara, 2004), 
H. 180 
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 Dalam proses pengajuan Is|ba>t nikah hendaknya pemohon juga dapat 
memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan 
pemohon. 
 Akan tetapi jika hal-hal tersebut diatas benar-benar tidak dapat dibuktikan, 
maka hakim akan mengambil kebijakan demi kepentingan dan kemashlahatan 
pemohon yaitu dengan merujuk kepada saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, 
selain itu hakim juga mengatakan dalam memproses kasus ini hakim dapat pula 
menggunakan bukti lain yaitu bukti terbalik. Bukti terbalik adalah bukti yang 
diperoleh dari orang-orang disekitar tempat tinggal pemohon, misalnya dari 
tetangga-tetangga yang menyatakan dan mengakui bahwa orang tersebut adalah 
benar-benar suami istri, bukti terbalik juga dapat berupa dengan tidak adanya 
sanggahan atau complain tentang pernikahan orang tua pemohon. Fakta berbeda 
dengan hukum, hukum merupakan hak dan kewajiban sedangkan fakta merupakan 
kejadian yang bisa sesuai dengan hukum dan sebaliknya. 
 Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (reechtsstaat) tidak 
berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Berlandaskan pada falsafah 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, secara subtantif semua hak-hak dan 
kewajiban sebagai warga negara dilindungi oleh Undang-undang, penegasan ini 
berarti bahwa negara termasuk anggota didalamnya seperti pemerintah dan 
lembaga yang lain dalam melaksanakan apapun harus dapat di pertanggung 
jawabkan secara umum.
7
   
 Melihat peranan penting negara dalam memberi jaminan keamanan dan 
ketenteraman setiap warganya dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka 
sebagai warga negara, maka keberadaan aturan hukum adalah suatu keharusan 
sebagaimana indonesia juga telah mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum 
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B. Johan Nasution, “Hukum Perdata islam”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997), h. 7  
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(rechtsstaat) yang tersirat dalam UUD 1945 yang bertujuan memberikan 
kepastian hukum. 
 Secara teori suatu tindakan disebut perbuatan hukum manakala dilakukan 
menurut hukum dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan 
yang tidak dilakukan menurut hukum, tidak dapat dikatakan perbuatan hukum 
sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum dan karenanya sama sekali 
belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum. 
 Perbuatan kawin atau nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila 
memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur pasal 
2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan. 
 Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting terkait 
dengan kepastian hukum bagi suami maupun istri agar tidak dengan mudah 
menjatuhkan talak atau mengingkari ikatan (perjanjian) suci yang telah mereka 
ikrarkan, selain itu juga untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari 
perkawinan yang tidak tercatat, dan dapat juga digunakan sebagai alat bukti bagi 
generasi selanjutnya baik tentang keturunan maupun pembuktian tentang sahnya 
pewarisan.
8
   
 Adapaun dampak yang ditimbulkan apabila perkawinan tidak tercatat jika 
tidak di Is|ba>t kan, yaitu : 
1. Perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak 
pernah ada perkawinan, jadi dalam mengurus hal-hal yang berkaitan 
dengan negara seperti membuat akta kelahiran, membuat pasport haji dan 
mengurus perlengkapan administrasi negara lainnya itu tidak bisa. 
2. Tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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Sajuti Thalib, “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, (Jakarta : Penerbit UI, 1974),  h.77  
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3. tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai 
istri juga hak sebagai anak-anaknya. 
Maka atas dasar inilah diperlukan sebuah bukti berupa akta, sesuai dengan 
Bunyi pasal 7 ayat 1 KHI, yaitu : 
 “Perkawinan hanya dapat dibuktikan denga Akta Nikah yang dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah” 
 Di dalam KHI perturan yang memuat tentang permasalahan pencatatan 
perkawinan ini terdapat di dalam pasal 5 yang berbunyi: 
1. Agar terjamin ketertiban perkawina bagi masyarakat islam, setiap 
perkawinan harus di catat. 
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 
1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 
Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :  
1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawina harus dilangsungkan 
di hadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 Apabila terjadi suatu perbuatan perkawinan dan belum tercatat maka 
solusianya adalah Is|ba>t nikah, yaitu melalui kantor Pengadilan Agama, hal ini 
sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat 2 KHI : 
  “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat 
diajukan Is|ba>t nikahnya ke Pengadilan Agama.” 
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C. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Is|ba>t Nikah Terhadap 
Orang Yang Telah Meninggal Dunia  
Pertimbangan hakim mengenai penetapan Is|ba>t nikah, di ambil 
berdasarkan putusan hakim pada tahun 2017 dalam putusan Nomor 
43/Pdt.P/2017/PA.Jnp. 
1. Pokok Perkara 
Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 desember 
2017, yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan 
Nomor 43/Pdt.P/2017/PA Jnp., dengan perbaikan secukupnya telah 
mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa pada tahun 962, pemohon telah melangsungkan perkawinan 
dengan seorang laki-laki bernama Nursam bin Taje di dusun Embo, Desa 
Turatea, Kecamatan Tamaltea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan 
pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari 
pejabat yang berwenang; 
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Lassa, imam dusun setempat, 
dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai; 
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak 
kandung pemohon, yang bernama kaimuddin bin callenggo, karena ayah 
kandung pemohon telah meninggal dunia ketika pemohon masih berusia 18 
tahun; 
4. Bahwa akad nikah pemohon dengan Nursam  bin Taje disaksikan 
oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Hafid Dg. Rani dan Nusu 
Dg.Raga 
5. Bahwa sewaktu menikah pemohon, berstatus perawan, dan 
almarhum Nursam bin Taje berstatus jejaka dan keduanya tidak mempunyai 
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hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan 
sesuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan 
menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
6. Bahwa hingga almarhum Nursam Bin taje meninggal dunia pada 
tanggal 22 November 2017, tidak pernah terjadi perceraian antara pemohon 
dan alrmarhum Nursam bin Taje; 
7. Bahwa semasa pernikahan pemohon dengan almarhum Nursam bin 
Taje telah dikaruniai enam orang anak masing-masing; 
 Burhanuddin bin Nursam, umur 40 tahun (sudah menikah); 
 Irwan bin Nursam, umur 38 tahun (sudah menikah); 
 Ernawati bin Nursam, umur 36 tahun (sudah menikah); 
 Sudarman bin Nursam, umur 34 tahun (sudah menikah); 
 Sudirman bin Nursam, umur 32 tahun (sudah menikah); 
 Dewi binti Nursam, umur 30 tahun (sudah menikah); 
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan Nursam bin Taje tidak pernah 
diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya; 
9. Bahwa perkawinan pemohon tersebut belum pernah tercatat di 
Kantor Urusan Agama setempat, karena pada saat pemohon dan Nursam bin 
Taje melangsungkan pernikahan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, dan 
sampai saat ini pemohon belum pernah memperoleh bukti tentang keabsahan 
perkawinannya sedangkan pemohon sangat membutuhkan keabsahan 
perkawinannya sebagai syarat admisnistrasi, dalam pengurusan tunjangan 
janda anggota veteran; 
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mengajukan permohonan Is|ba>t 
nikahkepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis 
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hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai 
berikut : 
1. Mengabulkan permohonan pemohon; 
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, Baun binti Callego dengan seorang 
laki-laki bernama Nursam bin Taje, yang berlangsung pada tahun 1962 di 
Dusun Embo, Desa Turatea, Kecamatan Tamalea, Kabupaten Jeneponto. 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
 Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan 
patut menurut hukum. 
  bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah 
hadir sendiri, dan mejelis hakim telah memberikan nasehat terkait Is|ba>t nikah 
berdasarkan hukum islam, akan tetapi pemohon tetap pada permohonannya. 
bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang 
isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. 
 bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan alat 
bukti berupa kesaksian dua orang saksi, masing-masing; 
1. Saksi Kesatu 
Nusu bin Jumakka, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada 
pokonya sebagai berikut: 
 Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi adalah 
saudara sepupu pemohon; 
 Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon 
dengan laki-laki Nursam bin Taje; 
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 Bahwa pemohon dan laki-laki Nursam bin Taje menikah pada 
tahun 1962 di Dusun Embo, Desa Tuaratea Kecamatan Tamalatea, 
kabupaten Jeneponto; 
 Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon, 
yang bernama Kaimuddin bin Callenggo; 
 Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh laki-laki Nursam bin Taje 
sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai 
perempuan yaitu imam kampung didaerah tersebut; 
 Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Hafid Dg. 
Rani dan Nusu Dg. Raga; 
 Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Nursam bin Taje 
memberi mahar kepada pemohon berupa sepetak sawah; 
 Bahwa pada sat laki-laki Nursam bijn tahe berstatus jejakas, dan 
pemohon berstatus perawan; 
 Bahwa antara pemohon dengan laki-laki Nursam bin taje, tidak ada 
hubungsn semenda, nasab, atau sesuan; 
 Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan 
pemohon dengan laki-laki Nursam bin Taje; 
 Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan 
akta nikah karena saat melangsungkan perkawinan, akntor Urusan 
Agama belum terbentuk; 
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 Bahwa pemohon mengajukan permohonan Is|ba>t nikah untuk 
memproleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang 
pernikahannya; 
2. Saksi kedua: 
Abd. Hafid bin Beba, dibawah sumpah memberikan kesaksian yang pada 
pokoknya sebagai berikut; 
 Bahwa saksi mengenal pemohon dengan baik, karena saksi bertetangga 
dekat dengan pemohon; 
 Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan pemohon 
dengan laki-laki Nursam bin Taje; 
 Bahwa pemohon dan laki-laki Nursam bin Taje menikah pada tahun 1962 
di Dusun Embo, Desa Turatea, kecamatan Tamaltea, Kabupaten 
Jeneponto; 
 Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon, yang 
bernama Kaimuddin bin Callenggo; 
 Bahwa ijak kabul dilangsungjan oleh laki-laki Nursam bin Taje sebagai 
mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu 
imam kampung di daerah tersebut; 
 Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abd. Hafid Dg. Rani 
dan Nusu Dg. Raga; 
 Bahwa dalam perkawinan tersebut laki-laki Nursam bin Taje memberi 
mahar kepada pemohon berupa sepetak sawah dibayar tunai; 
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 Bahwa pada saat laki-laki Nursam bin Taje, tidak ada hubungan nasab, 
semenda, atau, sesusuan;Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap 
perkawinan pemohon dengan laki-laki Nursam bin Taje; 
 Bahwa setahu saksi pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta 
nikah karena saat melangsungkan perkawinan, Kantor Urusan Agama 
belum terbentuk; 
 Bahwa pemohon mengajukan Is|ba>t nikah untuk memproleh buku akta 
nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya; 
 Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 
sebagaimana telah dicatat dalam berita acar sidang. 
 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam 
berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini. 
2. Tentang hukumnya 
 Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang 
dicari para justiabalance (pencari keadilan) yaitu Putusan Hakim, adapun produk 
keputusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 yaitu berupa 
putusan dan berupa penetapan.
9
 
 Untuk mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim Pengadilan Agama 
diperlukan beberapa prosedur dan tentunya harus melalui berbagai macam proses 
hal ini dikarenakan dalam penyelesaian perkara seorang hakim harus mengkaji 
terlebih dahulu berbagai macam bahan-bahan atau reverensi-reverensi terutama 
                                                          
 
9M. Yahya Harahap, “Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama”, (Jakarta : 
Sinar Grafika, Cet. 4, 2007), Hal 305 
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yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi, Seorang hakim tentunya 
dalam mengambil sebuah keputusan memiliki dasar hukum yang akan digunakan, 
begitu juga dengan perkara Is|ba>t nikah bagi orang yang meninggal dunia. Ketika 
peneliti bertanya apa dasar hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan 
perkara Is|ba>t nikah, pak Idris menjawab : 
“Tidak ada dasar hukum khusus yang digunakan dalam proses Is|ba>t nikah 
pada orang yang meninggal, prosesnya sama saja seperti pada perkara- 
perkara yang lain, seperti Is|ba>t nikah pada dua orang yang masih hidup, 
perceraian, perubahan identitas dan lain-lainnya, mungkin bedanya hanya 
pada persyaratan isi berkas, kalau metodenya sama saja. Dalam 
menentukan penetapan hukum, hakim biasanya merujuk pada sumber 
hukum formil yang berupa Undang-undang dan sumber hukum materil 
berupa dalil-dalil Syar’i, maka dari itu tiap-tiap putusan ataupun penetapan 
itu harus terdapat dalil syar’i nya”10. 
  Pernyataan yang sama dikemukakan oleh pak Ihksan, beliau mengatakan 
bahwa: 
“Dasar hukum yang digunakan dalam masalah Is|ba>t nikah baik pada orang 
masih hidup ataupun sudah meningal itu sama saja, tidak ada bedanya 
dengan proses atau metode khusus yang harus dilakukan.”11  
 Dalam menentukan penetapan hukum hakim biasanya merujuk pada 
sumber hukum formil yang berupa UU dan sumber hukum materil berupa dalil-
dalil syar’I, makanya pada tiap-tiap putusan ataupun penetapan itu harus terdapat 
dalil syar’I nya”. 
 Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adapun dasar hukum yang 
digunakan oleh hakim dalam menangani perkara Is|ba>t nikah pada orang yang 
telah meninggal dunia tidak ada pengkhususan, dasar hukumnya tidak berbeda 
dengan dasar hukum yang dipakai dalam menangani perkara-perkara lain seperti 
misalnya perceraian, perubahan identitas dan waris. 
                                                          
 
10
 Idris, Hakim PA Jeneponto, “wawancara”, 6 Maret 2018. 
 
 
11
 Muhammad Ihsan, Hakim PA jeneponto, “wawancara”, 7 Maret 2018 
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 Di atas juga dipaparkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok Peradilan 
Agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara 
serta menegakkan hukum dan keadilan, maka Peradilan Agama membutuhkan 
sumber hukum yang dijadikan pedoman (patokan) dalam memutuskan perkara 
yang diajukan kepadanya, baik itu berupa sumber hukum materiil maupun sumber 
hukum formil, sehingga dalam memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara 
tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik secara hukum positif dan 
syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan Qs. An-nisa/4: 58 
                        
                       
          
 
 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
 Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA), 
secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hokum yang digunakan sebagai 
rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hokum 
materil dan sumer hokum formil (hukum acara).
12
 
 Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang 
kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh yang sudah barang tentu rentang 
terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu 
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 Basiq Djalil, “Peradian Agama di Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal 147 
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bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) melainkan masih tersebar dalam 
berbagai kitab fiqh karya ulama, karena tiap ulama fuqaha penulis kitab-kitab fiqh 
tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering 
menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna 
mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum 
materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Pertimbangan Is|ba>t 
nikah adalah : 
1. Kompilasi Hukum Islam secara umum menjelaskan: 
a. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional 
yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum 
masyarakat dan bangsa Indonesia.  
b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai 
kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai 
peradilan negara.  
c. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama 
adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang 
hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan. 
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 
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Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-
bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang 
kesemuanya madzhab Syafi’i.  
d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin 
berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk 
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, 
memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya 
membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para 
ulama maupun perbandingan di negara-negara lain. Hukum Materil 
tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia 
atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman 
bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan 
dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. UU No. 
22 Tahun 1946; 
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, 
dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1  
 Nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, 
diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama 
atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. Pasal ini memberitahukan legalisasi 
bahwa supaya nikah, talak, dan rujuk menurut agama islam supaya dicatat 
agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara yang teratur segala hak-hak 
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yang bersangkut pada dengan kependudukan harus dicatat, sebagai kelahiran, 
pernikahan, kematian, dan sebagainya lagi pada perkawinan perlu dicatat ini 
untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. 
3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: 
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan sprituil dan material. 
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 
perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam 
kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 
dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam 
pencatatan. 
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki 
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, 
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya 
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 
diputuskan oleh Pengadilan. 
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d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus 
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar 
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir 
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu 
harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih 
dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan 
masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah 
bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih 
tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas 
umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan 
belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip 
untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu 
serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. 
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan 
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. 
 Adapun undang-udang yang secara umum dipakai dalam 
memutuskan sebuah perkara pada peradilan Agama jeneponto adalah:  
- UU No. 22 Tahun 1946 
- UU No. 23 Tahun 1954 
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- UU No. 1 Tahun 1974 
- UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
- PP No. 45 Tahun 1957; 
- PP No. 9 Tahun 1975; 
- PP No. 28 Tahun 1977; 
- Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
 Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama 
dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah 
diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 
tentang Peradilan Agama.
13
 
 Dari hasil wawancara diatas hakim juga mengatakan bahwa dalam setiap 
mengeluarkan produk hukum baik berupa penetapan ataupun putusan hakim 
harus mencantumkan dalil syar’i yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang ditangani, hal ini sesuai dengan bunyi kaedah fiqh yang berbunyi : 
“penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil” 
 Hal Secara spesifik, dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang 
perkawinan tidak ditemukan pembahasan tentang Is|ba>t Nikah, namun dalam 
Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang ini yang bebunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.14 secara tidak langsung 
menginstruksikan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria 
dan wanita agar dicatat oleh pihak yang berwenang. Selain itu dalam Pasal 7 
                                                          
 
13
 Basiq Djalil, “Peradian Agama di Indonesia”, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal 147 
 
14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014), H. 2. 
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instruksi presiden no.1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum 
islam (KHI) yakni sebagai brikut : 
a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat  oleh 
pegawai pencatat nikah. 
b. Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat 
diajukan Is|ba>t nikahnya ke pengadilan agama. 
c. Is|ba>t nikah yang dapat di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-
hal yang berkenan dengan : 
 1). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
 2). Hilang akta nikah; 
 3).Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 
perkawinan; 
 4). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang 
no.1 tahun 1974; 
 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 
halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974.
15
 
 yang berhak mengajukan permohonan Is|ba>t nikah ialah suami atau istri, 
anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan 
itu. 
                                                          
 
15
Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Dan 
Kompilasi hukum islam, (Grahamedia Press; cetakan 1, 2014)  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dan analisa tentang Pendapat Hakim 
Pengadilan Agama Jeneponto Terhadap Is|ba>t Nikah Pada Orang Yang Meninggal 
Dunia maka dapat disimpulkan : 
1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Jeneponto terhadap Is|ba>t nikah 
orang yang telah meninggal dunia 
Pendapat hakim mengenai Is|ba>t nikah bagi orang yang telah meninggal 
dunia, perkaranya dapat di proses dengan ketentuan si pemohon mampu 
memenuhi persyaratan-persyaratannya. Is|ba>t nikah sangat diperlukan karena 
jika tidak dilakukan maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum 
karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, yang pada akhirnya 
mengakibatkan kesulitan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan 
kepentingan Negara seperti membuat akta kelahiran, mengurus perceraian, 
mengurus warisan, membuat pasport haji dan mengurus perlengkapan 
administrasi Negara lainnya. 
2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Is|ba>t nikah 
Terhadap orang yang telah meninggal dunia 
Sumber hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Is|ba>t 
nikah bagi orang yang telah meninggal dunia tidak berbeda dengan perkara-
perkara perdata lain yang ditangani di Pengadilan Agama. hanya saja disini yang 
bisa menjadi saksi adalah wali nikah atau saksi-saksi pernikahan ketika 
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pernikahan berlangsung atau jika semuanya itu tidak ada maka hakim bisa 
menggunakan yang namanya bukti terbalik dimana hakim bisa meminta 
keterangan masyarakat sekitar rumah suami istri yang telah meninggal tersebut 
mengenai benar tidaknya antara suami istri tersebut pernah adanya suatu 
hubungan pernikahan, dengan informasi yang diberikan masyarakat maka hakim 
bisa menggunakannya sebagai bahan acuan dalam membuat ketetapan. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian, Penulis akan memberikan saran atau 
masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu, seseorang yang akan 
melangsungkan perkawinan hendaknya lebih dulu memahami apa saja 
persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi sebelum melangsungkan 
perkawinan, agar tidak terjadi sesuatu di belakang hari yang dapat merugikan 
mereka, salah satunya adalah persyaratan untuk mendaftarkan diri pada KUA.  
86 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Qur’an 
Al Kutsar, Artdjo, Permasalahan Gratifikasi dan Pertanggung Jawaban Korporasi 
Undang-undang Korupsi, majalah Hukum Varia Peradilan, No. 330 (Mei, 
2013) 
Ayyub, Syaikh Hassan. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. 
Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqih Munakahat. Jakarta: Pustaka Setia, 1999. 
Asmawi, Mohammad. Nikah dalam perbincangan dan perbedaan. Yogyakarta: 
Darussalam, 2004. 
Arto, H. A. Mukti, Praktik perkara Perdata pada pengadilan Agama, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996. 
Asasriwarni, Kepastian Hukum Isbat nikah “Terhadap Status Perkawinan, Anak, dan 
Harta Perkawinan”, http://www.nu.or.id , di unduh 18 Agustus 2018. 
Al-Zuhayli, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatun, Jus VIII, Bayrut : Dar Al-Fikr, 
1985. 
Amrullah, Abd malik Abd Karim, Tafsir Al-Azhar, Jus IV, Jakarta: yayasan Nurul 
Islam, 1981 
Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta ; PT. Raja Grafindo 
Persada, 2000. 
Djalil, Basiq. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. 
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam “Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia”, Jakarta: Depag RI, 2001. 
Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta, 2001. 
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenadi Media, 2003. 
Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Cet : II, Jakarta : 
Siraja, 2006. 
Harahap, M. Yahya. Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: 
Kencana, 2006  
87 
 
 
Handjon, Philipus M, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjahmada University 
Press, 2009 
Hadikusuma, Hildan. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, 
Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 1990. 
Hukum Perkawinan di Indonesia suatu analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI 
Inpres No. 1 TH 1991. Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Karya Anda. 
Idris, S.Hi, M.H. Majelis Hakim, Bagian Hubungan Masyarakat. Jeneponto, 
Wawancara, 6 Maret 2018. 
Ihsan, Muhammad. Hakim PA Jeneponto, Wawancara, 7 Maret 2018 
Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008. 
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Asy-Syifa 
Luthfi, Roys Fathoni. Proses Isbat Nikah. Studi Kasus di Pengadilan Agama 
Situbondo. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 
Mapiasse, Syarif. Logika Hukum Pertimbangan putusan Hakim, Cet. II, Fajar 
Interpratama Mandiri. 
Munawir, Ahmad Warsono. Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 
1984 
Mulyana, Dedi. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. I;Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2002. 
Nurdin, Amir & Azhar Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 
2006. 
Novel, Khuzaini Holif. Fenomena Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sampang. 
Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 
Nasution, B. Johan. Hukum Perdata Islam, Jakarta, Cet. V, Bumi Aksara, 2004. 
Partanto, Pius A. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Akola, 1994. 
Rokhma, Siti. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Terhadap Isbat Nikah 
Seorang Duda atau janda, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. 
Rahardjo, Sajipto. Ilmu Hukum, bandung: PT Citra Aditya Abkti, Cet. V, 2000. 
Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2004. 
88 
 
Sultan, Lomba. Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan islam, Alauddin Press: 
2013. 
Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum dalam konteks keIndonesiaan, Bandung, 
Cv utomo 2009. 
Salim, Nashruddin. Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Mimbar 
Hukum, 2009. 
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Cet : II; Jakarta : 
Kencana, 2007. 
Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jak;arta : PT 
Raja Grafindo Persada, 2005. 
Thalib, Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Penerbit UI, 1974. 
Tayyib, Muhammad. S.Ag (53 Tahun). Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto. 
Wawancara, Jeneponto, 6 Maret 2018. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia Press, 2004.  
Wahid, Ahmad Nur. Perkara Permohonan Diputus Secara Contensius Dalam Isbat 
Nikah Perkawinan Poligami. Skripsi Universitas Islam negeri (UIN) Malang. 
Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan 
Pasang Surut. Malang : UIN Press, 2008. 
 
 
89 
 
LAMIRAN-LAMPIRAN 
1. PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK SEMINAR PROPOSAL. 
2. PENGESAHAN DRAFT/ PROPOSAL 
3. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN FAK. SYARIAH DAN HUKUM. 
4. SURAT KETERANAGAN TELAH MENILITI DARI PENGADILAN 
AGAMA JENEPONTO. 
5. PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK SEMINAR HASIL. 
6. SURAT PERSETUJUAN UNTUK MUNAQASYAH. 
7. DOKUMENTASI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
 
 
91 
 
 
 
 
92 
 
 
 
 
93 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
95 
 
 
 
 
96 
 
1. Foto saat wawancara kepada Muhammad Tayyib. S,Ag dan (Wakil Ketua / 
Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto) dan Idris S.Hi, M.H (Bagian 
Humas/Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Foto saat Wawancara Bersama Idris S.Hi, M.H (Bagian Humas/Majelis Hakim 
Pengadilan Agama Jeneponto)
 
97 
 
3. Foto Saat Wawancara Dengan Panitera 
 
 
4. Foto Di depan Pengadilan Agama Jeneponto 
 
 
90 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Penulis skripsi yangberjudul, “PENDAPAT HAKIM 
TERHADAP ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG 
TELAH MENINGGAL DUNIA DI PENGADILAN 
AGAMA JENEPONTO”. Bernama lengkap Muhammad 
Nurhadi, NIM : 10100113038, anak ke dua dari empat 
bersaudara dari pasangan Drs. H. Rusman dan Dra. Hj. St Aminah, yang lahir 
pada tanggal 11 juli 1994 di Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, Kecamatan 
Manggala, Kelurahan Manggala, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengawali 
jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Borong Jambu III pada tahun 2001-
2006, kemudian menempuh pendidikan SMP negeri 17 Makassar pada tahun 
2007-2009, menempuh Pedidikan SMA negeri di Makassar dan selesai pada tahun 
2012 di SMA negeri 10 Makassar, Sekarang masih menempuh Pendidikan dan 
terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri Alauddin Makassar pada 
Fakultas Syariah dan Hukum prodi Hukum Acara Peradilan dan 
Kekeluargaan(HAPK). 
  
